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Abstract

The aims of this research are (1) to examine the effect of decentralization
of decision making on accounting contro! system, (2) to examine the effect of
accounting control systems on managerial performance, (3) to examine the effect
of decision making decentralization on managerial performance, (4) to examine
accounting control systems as the intervening variable on the relationship
between decision making decentralization on managerial performance.

Respondents were the Chief of some office in South Kalimantan. Out of
151 questionnaires sent, 109 usable responses were gathered. Data were analyzed
by Structural Equation Modeling in AMOS 4.01

Results of this study reveal that increasing the level of decision making
decentralization, the decision making on the official departement increases the
extent of accounting control systems. Beside that, the study reveals that the
tighter the utilization of accounting control systems, the better managerial
performance. In addition, the study found that accounting control systems acted
as intervening variable on the relationship between decisien making
decentralization and managerial performance.

Key words: decision making decentralization, accounting control systems,
managerial performance.

11l




ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menguji pengaruh desentralisasi pengambilan
keputusan terhadap sistem pengendalian akuntansi. (2) Menguji pengaruh system
pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial . (3) Menguji pengaruh desentralisasi
pengambilan keputusan terhadap kinerja manjerial. (4) Menguji sistem pengendalian
akuntansi sebagai variabel infervening hubungan desentralisasi pengambilan keputusan
terhadap kinerja manajerial.

Responden adalah kepala dinas pada organisasi pemerintah di Kalimantan
Selatan . Dari 151 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 109 responden yang dapat
dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data menggunakan structural equation
modeling dengan program Amos 4.01 °

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya level
desentralisasi pengambilan keputusan pada kantor dinas menyebabkan peningkatan
penggunaan system pengendalian akuntansinya. Selain itu menunjukkan bahwa semakin
besar penggunaan sistem pengendalian akuntansi semakin baik kinerja manajeriainya.
Temuan lain menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi berperan sebagai
variabel infervening pada hubungan desentralisasi pengambilan keputusan terhadap
kinerja manajerial

Kata kunci : Desentralisasi pengambilan keputusan, Sistem pengendalian Akuntansi,
kinerja manajerial.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah
membuka peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih
demokratis. Konsekuensinya adalab akan berkurangnya peran pemerintah pusat,
dan bertambahnya peran pemerintah daerah. Berbagai urusan pemerintah akan
didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian di masa
mendatang pemerintah daerah akan memiliki otonomi yang lebih luas.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin
ﬁesat dengan adanya era bam dalam pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor
XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia“ merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22
tahan 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999-tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar
penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Kedua Undang-undang tersebut mémberikan \pengeruan bahwa pada
dasarnya otonomi daerah maupun désentraliéasi manajemn  ditujukan untpk

memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi
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pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kes.ej ahteraan. Hakekat
semangat otonomi ini harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Pengawasan dan pengendaliaﬁ dalam pengeloalaan anggaran daerah pada

dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan _pemerintah

wids
Bl
e

berdampak terhadﬁp Eépentingan dan kebutuhan publik _c_lan~ dapat
dipertanggungjawabkan képada publik. Dalam kaitan ini, jelas keberadaan data
dan informasi menjadi sangat penting agar Kinerja penyelengaraan angaaran
daerah dapat dievaluasi . Hasil evaluasi tersebut merupakan umpan balik bagi
perbaikan kinerja di masa yang akan datang . Hal i sejalan dengan
diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang No 25
tahun 1999.

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi.
Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah yang lIgbih luas tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang
-pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2002).

Secara toorits, desentralisasi ini diharapkan akan nenghasilkan dua
manfaat nyata yaitu: perfama, mendorong peningkatan partisipasi, pra;k-arsa dan
kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-
hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan méma‘r:;faatkan sumber
daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Kedua, memperbaiki
alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan

publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang




lengkap (Shah, 1997). Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) di 80 negara
menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki korelasi positif dengan kualitas
pemerintah dalam (Mardiasmo, 2002).

Pelaksanaan desentralisasi bukanlah hanya sebagai tuntutan formil yundis,
namun juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara sedang
berkembang yang berhadapan dengan zaman yang serba efesien dan efektif
{Nugroho, 2000). Begitu sebaliknya sistern pemerintahan sentralisasi yang ketat
selain hanya menimbulkan pemerintahan biaya tinggi, juga diyakini tidak mampu
menjawab tantangan zaman.

Sistem pemerintahan sentralisasi selama ini telah menimbulkan berbagai
masalah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan akibat scope
pengawasannya yang terlalu luas. Diberbagai bidang banyak terjadi kebocoran,

namun hal ini lebih dianggap sebagai kesalahan di aspek moralnya. Tidak banyak

- pihak vyang menyadari babwa masalah kebocoran sebagai sebuah persoalan

kegagalan administrasi, sebenarnya lebih banyak masalah berkaitan dengan
metode pengelolaan, metode pembukuan dan metode pengawasan keuangan
negara itu sendiri (Revrisond, 1998).

Menurut Nugroho (2000), pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih
perlu disempurnakan, secara khusus dalam penetapan daerah otonom. Tidaklah
efektif terdapat dua daerah otonom yang bertingkat yaitu propinsi dan
kabupaten/kotamadya. Desentralisasi yang Dbertingkat akan menyebabkan
ketidakseimbangan tingkat tanggung jawab, sehingga otonomi lébih efektif bila

dilaksanakan di Kabupaten/Kotamadya. Seperti pendapat Miah dan Mia {1996),
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yang menyatakan bahwa pendelegasian dan tanggung jawab dari tiap manajemen
ke level manajemen yang lebih rendah akan membawa konsekuensi yang semakin

-‘:.;Belsar tanggung jawab manajer tingkat rendah terhadap implementasi keputusan
yang dibuat. Di samping itu tﬁjuan organisasi juga ditentukan oleh manajer itu
sendin',. sedangkan alat yang digunakan untak mencapai tfujuan adalah
penge"hdalian akuntansi (Miah dan Mia, 1996).

.- Pg:nge;léﬁiian akuntansi mampu meningkatkan kinerja, sédangkan salah
satu ber;tuk péhger_ldalian yang dipandang mempunyai pengaruh yang kuat adalah
struktur orgaxﬁse;si (desentralisast). Struktur organisasi berupa de;sentralisasi
merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk
mengatasi kegagalan administrasi (Van de Ven dalam Miah dan Mia, 1996).
| Strategi desentralisasi merupakan salah satu alat dalam pengendalian
manajemen yang paling sering diguﬂakaﬁiftorgan:isasi untuk mendorong dan
membantu manajer dalam pencapaian kinerja (Stlﬁfmﬁﬁlan{mn dan Mia, 2001)
selain pengendalian akuntansi (Miah dan Mia, 1996). Sedangkan dalam literatur
akuntansi kontemporer penelitian tentang hubungan antara struktur organisasi dan
sistem pengendalian lebih memfokuskan pada pengidentifikasian faktor-faktor
yang mempengaruhi desain strukttff";'c)rganisasi (I:?gh et af, 1969). Menurut
Swieringa & Weick (1987); deﬁlmch»(l990) hubungan antara struktur
gxganisasi dan sistem pengendalian menitikberatkan pada efektifitas perencanaan

—dan pengambilan keputusan dalam organisasi
Penelitian ini menckankan pada hubungan "antara struktur organisasi

(desentralisasi), sistem pengendalian akuntansi dan kinerj'a dalam suatu




organisasi. Peneliti-peneliti terdahulu telah mendokumentasikan hasil yang tidak
konsisten. Gordon dan Narayanan (1984) tidak menemukan hubungan yang
signifikan antara struktur organisasi (desentralisasi) dengan penggunaan sistem
akuntansi. Hal ini tidak konsisten dengan hasil Chenhall dan Morris (1986}, Miah
dan Mia (1996) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara strukﬁlr organisasi
dengan pengendalian akuntansi dan kinerja. Hasil penelitian j(ang tidak konsisten
tersebut dikarenakan perbedaan responden yang digunakan. Gordon dan
Narayanan (1986) menggunakan responden vice president (top manajemen),
sedangkan Chenhall dan Morris (1986); Miah dan Mia (1996) menggunakan
responden manajer menengah yang lebih bawah (Middle and lower level).
Literatur penelitian terdahulu yang digunakan seBagai acuan dalam
penelitian ini hampir semuanya menggunakan sampel organisasi sektor swasta

yang berorientasi laba. Menurut Mia dan Goyal (1991), hasil penelitian tersesbut

~tidak mencerminkan dan tidak mewakili seluruh organisasi (ungeneralize), dalam

. ~arti bahwa hasil penelitian tersebut tidak semuanya menghasitkan kesimpulan

}'rlang sama jika diterapkan pada organisasi sektor publik, karena adanya sifat dan

karateristik yang berbeda, yaitu;

1. Tujuan (Objective), tujuan organisasi sektor publik adalah memaksim‘alkan.
manfaat dan meminimumkan biaya se:dan,c_g,lqix_lj 'éada organisasi sektor privat

adalah memaksimalikan laba.

2. Biaya dan Péndapatan (Cost and Revinue), pengaturan peingakuaﬁnya

berdasafl_can undang-undang yang relatif ketat terhadap biaya dan pendapatan
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yang harus diakui, karena penetapannya dengan menggunakan mekanisme
tertentu. |
3. Pasar (Market), organisasi sektor publik umumnya bergerak pada pasar yang
bersifat monopolistic atau qua&i monopolistic. |
Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian Miah dan
Mia (1996) dengan judul “Decentralization Accounting Controls and
Performance of Government Organization: A New Zealand Empirical Study”.
Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan dimotivasi fakior-faktor sebagai
berikut; pertama, bahwa selama tahun belakangan ini pemerintah Indonesia telah
mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja pada sektor publik.
Kedua, Masih sedikitnya penelitian pengendalian manajemen tidak pada
organisasi laba (Wortman, 1979_ dalam Miah dan Mia, 1996). Di samping itu
untuk menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi
dengan sampel dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama
sehingga memperkuat teori yang ada dan bisa digeneralisasikan (Abernethy dan
Guthrie, 1994; Chong dan Kar,1997). Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian
ini berjudul “Pengaruh Desentralisasi Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja

~ Unit Kantor Dinas: Sistem Pengendalian Akuntansi Sebagai Variabel Intervening”

1.2 Perumusan Masalah
Penelitian mengenai hubungan struktur organisasi (desentralisasi) dengan
sistem pengendalian akuntansi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu .

Hasil penelitian mereka mendokumentasikan hasil yang tidak konsisten. Gordon




dan Narayanan (1984) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara struktur
organisasi (desentralisasi) dengan penggunaan sistem akuntansi. Hal ini tidak
konsisten dengan hasil Chenhall dan Morris (1986), Miah dan Mia (1996) yang
menyatakan bahwa ada hubungan antara struktur organisasi dengan pengendalian
akuntansi dan kinerja. Penelitian ini ingin melihat apakah fenomena tersebut juga
tejadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan resminya
pemberlakuan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka telah resmi
pula berlangsung proses pergeseran bandul pendelegasian dari lebih sentralisasi
ke lebih desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi lebih besar porsinya pada
UU tersebut dibandingkan dengan UU yang mendahuluinya. Dari aspek keuangan
proses ters;:but difasilitasi oleh UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuanpan antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi adanya porsi
desentralisasi yang lebih besar tersebut merupakan amanat reformasi yang telah
disepakati, namun disisi lain tantangan atau implikasi atas desentralisasi tersebut
bukan merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, seperti membalik telaﬁ)ak
tangan.Oleh karena itu diperlukan adnya pemahaman yang baik mengenai
akuntansi dan perannya dalam pengendalian keuangan daerah.

Sistem pengendalian akuntansi dijadikan sebagal variabel intervening
karena mencakup informasi akuntansi yang diperlukan untuk peningkatan kinerja
organisasi. Dengan melakukan pengujian dampak tidak langsung variabel
desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial melalui sistem
pengendalian akuntansi sebagai variabel intervening, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah:




Apakah tingkat desentralisasi pengambilan keputusan berpengaruh terhadap
sistemn pengendalian akuntansi kantor dinas pada organisasi pemerintah di
Kalimantan Selatan

Apakah sistem pengendaliaﬁ akuntansi berpengaruh terhadap kinerja
manajerial kantor dinas pada organisasi pemerintah di Kalimantan Selatan
Apakah tingkat desentralisasi pengambilan keputusan berpengﬁruh terhadap
kinerja manajerial kantor dinas pada organisasi pemerintah di Kalimantan
Selatan

Apakah Sistem pengendalian akuntansi memediasi hubungan antara
desentralisasir pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial pada

organisasi pemerintah di Kalimantan Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Menguji pengaruh desentralisasi pengambilan keputusan terhadap sistem
pengendalian akuntansi kantor dinas pada organisasi pemerintah di
Kalimantan Selatan

Menguji pengaruh sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial
kantor dinas pada organisasi pemerintah di Kalimantan Selatan

Menguji pengaruh desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja
manajerial kantor dinas pada organisasi pemerintah di Kalimantan Selatan
Menguji sistem pengendalian akuntansi sebagal variabel infervening pada
hubungan desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kineria manajerial

kantor dinas pada organisasi pemerintahan di Kalimantan Selatan
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1.4 Manfaat Penelitian.

1. Diharapkan dapat membantu para f)engambil keputusan organisasi
pemerintah dengan mempertimbangkan proses pelayanan publik yang efesien
dan efektif.

2. Diharapkan dapat menclaah lebih japh tentang sistem pengendalian akutansi

pada organisasi pemerintah .




10

BAB 11

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.  Telaah Teoritis
2.1.1. Desentralisasi dan Otonomi-

Strategi desentralisasi adalah salah satu alat pengendalian manajemen yang
sering dan hampir selalu digunakan oleh orgamisasi untuk memotivasi dan
membantt  manajer dalam menjalankan tugasnya untuk  pencapaian
kinerja. Menurut Bruns and Waterhouse (1975) dalam Irfan Rahman (2002)
tingkatan desentralisasi berbeda dalam setiap organisasi, sedangkan menurut
Otley dan Wilkinson (1998) dan Shield dan Shield (1998) yang dikutip dari
Sibrammaiam dan Mia (1999), menyatakan bahwa perbedaan tingkataﬁ persepsi
desentralisasi antara manajer dan organisasi dapat menyebabkan penurunan
kinerja manajemen.

Manajemen pemerintahan yang cenderung birokratis menghadapi tuntutan
perubahan karena dianggap kurang sesuai dengan perkembangan dinamik di era
globalisasi. Menurut Osbormn dan Gaebler (1992) dalam Irfan Rahman (2002),
1ﬁenyatakan dalam bukunya bahwa penyelenggaraan wurusan pelayanan
masyarakat hendaknya lebih dititikberatkan kepada kapasitas dan peran serta
masyarakat ditingkat daerah atau wilayah, sehingga bentuk organisasi birokrasi
sudah saatnya ditinjau kembali dan diarahkan pada bentuk organisasi yang

terbuka atau fleksibel serta terdesentralisasi.
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Desentralisasi menurut Miah dan Mia (1996) adalah seberapa jauh manajer
yang lebih tinggi mengijinkan manajer di bawahnya untuk mengambil keputusan
secara independen. Semakin komplek permasalahan administrasi maka tugas dan
tanggung jawab seharusnya didelegasikan ke manajer yang lebih rendah sehingga
akan mengurangi beban pembuatan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Rondinelli dan Chema (dalam Sarundajang, 1999), desentralisasi
adalah ....the transfer of planning, decession mdking, or administrative units,

_semi autonomous and parastatal organizations.

Secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua: desentralisasi teritorial
atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan berarti
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam ﬁegara.
Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi
fungsional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Desentralisasi dengan demikian adalah prinsip pendelegasian wewenang
dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun kefungsian.
Prinsip ini mengacu pada fakta adanya span of control sari setiap organisasi
sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara barsama-sama.

- Menurut Sarundajang {(1999), terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu:
1. Desentraliasi menyeluruh (comprehensive local government system)

Dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-

aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (mully purpose local

authority). Aparat daerah-daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan

oleh pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa atau berinisiatif - unfuk
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melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat dacrah sampai
pusat, Aparat daerah melakukan pelayanan tugas-tugas aparat pusat sehingga
terjadi pemindahan atau transformasi tugas-tugas dari aparat pusat ke aparat
daerah. |

Sistem kemitraan (parinership system)

Yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan
beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.

Sistem ganda (dual system)

Yaitu aparat melakukan pelayanan teknis secara langsung demikian pula
aparat daerah.

Sistem administrasi terpadu (integrated administrative system)

Yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah
pengawasan seorang pejabat koordinator. Aparat dagrah hanya mempunyai
kewenangan kecil didalam melakukan kegiatan pemerintahan.

Secara garis besar, terdapat dua tipe penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama- sentralistik dan kedua desentralistik. Diantara kedua uwjung tersebut

tersebar berbagai varian dari yang mendekati ke titik sentralistik hingga ke titik

yang paling desenfralistik. Sehingga tidak ada sentralisasi yang paling mutlak

maupun desentralisasi total. Dalam praktek penyelenggaraan desentralisasi

pemerintahan lebih efektif’ dengan meletakan wkuran dari negara, dalam bentuk

dua ukuran; jumlah penduduk dan luas negara. Bahkan dua variabel tersebut

membangun ukuran kembar dari desentralisasi. Tuntutan desentralisasi
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berbanding lurus dengan ukuran negara. Jadi, semakin besar jumlah penduduk dan

semakin luas negara akan ser‘nakin membutuhkan desentralisasi.

Desentralisasi dan otonomi adalah kata yang paling bisa dipetukarkan.
Otonomi berasal dari bahasa Yunani qufos dan nomos. Kata pertama berarti
sendiri dan kata kedua berarti perintah. Otonomi berarti memerintah sendiri.
Dalam wacana administrasi publik daerah otonom sering disebut local self
government. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan
penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai
local state government. ;

Otonomi daerah sendiri dapat diartikan sebagai hak wewenang dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku (Sarundajang, 1999). Ada lima
klasifikasi dae.rah otonom, yaitu:

1. Otonomi organik atau ruamal tangga organik. Otonoini ini mengatakan bahwa
rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati
hidupnya badan otonomi atau daerah otonomi.

2. Otonomi formal atau rumah tangga formal. Maksudnya adalah apa yang
menjadi urusan otonomi itu- tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya
pembatasan adalah daerah otonom yang bs:rsangkutan tidak boleh mengatur
apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Otonomi materiil atau rumah tangga materiil, maksudnya kewenangan daerah
otonom itu dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif

dan terinci atau secara tegas siapa saja yang berhak diatur dan diurusnya.
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4. Otonomi dil atau rumah tangga riil. Otonomi riil pada pinsipnya menyatakan

bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang
urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan
daerah yang menyelenggarakannya.

Otf;nomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Maksudnya kepada daerah
diserahi suatu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu.

Otonomi adalah derivasi dari desentralisasi. Daerah-daerah otonom adalah

daerah yang mandiri. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisas

yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi pula

tingkat otonomi dagrah.

Pemerintah yang berorientasi pada desentralisasi mempunyai beberapa

keunggulan, yaitu:

1.

Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel  daripada yang
tersentralisasi. Lembaga teréebut dapat memberi respon dengan cepat
terhadap lingkungan dan kebutuban pelanggan yang berubah.

Lembaga terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi
Lembaga terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi
Lembaga terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi,
lebih banyak komitmen dan lebih besar produktifitasnya

Sedangkan menurut (Gary, 1989), alasan-alasan perlunya organisasi

desentralisasi adalah sebagai berikut.
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1. Desentralisasi memberikan top manajemen waktu yang lebih banyak pada
keputusan strategik jangka panjang.

2. Desentralisasi dapat merespon suatu masalah yang timbul pada skala lokal
dengan cepat dan efektif.

3. Desentralisasi akan memberikan kemudahan bagi manajer visi untuk
mendapatkan informasi yang komplek sehingga keputusan dapat diambil
secara optimal.

4. Desentralisasi bisa dijadikan dasar training yang baik untuk calon top manajer
dimasa yang akan datang.

5. Desentralisasi bisa dijadikan alat motivasi yang baik bagi manajer divisi.

Osbome dan Gaebler (1992), menyatakan bahwa organisasi yang
menerapkan struktur desentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang sentralisasi,
karena dapat memberikan respon lebih cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan
yang berubah, Selain itu, organisasi yang terdesentralisasi jauh lebih efektif,
inovatif, dan menghasilkan semangat kerja yang tinggi, serta lebih produktif.

2.1.2. Sistem Pengendalian Akuntansi

Dalam menjalankan pemerintaban diperlukan struktur organisasi yang
baik, banyak peneliti mengatakan bahwa masalah struktur organisasi adalah salah
satu sumber pengendalian yang menjadi aspek penting dan berpengaruh pada
tingkat perceived control yang dirasakan oleh anggota organisasi. Salah satu jenis
pengendalian adalah pengendalian kewangan (financial control). Tujuannya
adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah

dilakukan dan terciptalah integritas finansial dari aktivitas organisasi. Untuk
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memenuhi tujuan tersebut, maka aktivitas pengendalian finansial harus
mempunyai dua aspek, yaitu perfama menjamin apabila tidak ada alasan untuk
tidak melaksanakan rencana yang ditetapkan maka rencana tersebut harus
dila_lksanakan, kedua memberikan alternatif perubahan apabila renéapa yang
ditetapkan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi yang ditemui bertolak
belakang dengan yang direncanakan (Robert. N. Anthony, 1994 ).

Pengendalian finansial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitw: (1)
pengendalian finansial dengan sistem akuntamsi (financial control via the
Accounting Sistem); dan (2) pengendalian finansial dengan auditing (firancial
control via auditing).

Untuk tujuan pengendalian, sistem mempunyai béberapa karakteristik
yaitu:

1. Donor Restriction, sistem akuntansi harus mampu memberikan jaminan
kepada donor bahwa dana mereka hanya digunakan untuk kegiatan dengan
tujuan spesifik. 7

2. Double Entry, sistem akuntansi scharusnya menggunakan sistem Double
entry yaitu sebuah sistem dimana akun debit sama dengan akun kredit.
Beberapa orgamisasi non profit atau bahkan kebanyakan organisasi
pemerintah menggunakan sistem single entry. Informasi-informasi yang
dihasilkan oleh single entry tidak reliabel apabila tidak ada cara untuk
menjamin bahwa semua item telah dicatat.

3. Consistenc with Budget, sistem akuntansi scharusnya konsisten dengan

budget. Budget menunjukan rencana pengeluaran dan sistem akuntansi
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menunjukan pengeluaran aktual. Jika tidak konsisten maka tidak ada cara
yang reliabel untuk menentukan apakah pengeluaran aktual sudah sesuai
dengan yang direncanakan. Hal ini tidak berarti bahwa sistem akuntansi
hanya berisi akun yang terdapat dalam budget. Manajemen biasanya
membutubkan informasi akumansi yang lebih detail daripada yang terdapat
dalam budget. Paling tidak sistem akuntansi minimal mencakup item-item
yang terdapat dalam budget.

4. Need for Integreted System, sistem akuntansi harusnya menjadi bagian
integral dari total sistern informasi akuntansi yang melaporkan baik input
maupun ocuput.

Cara pengendalian finansial yang lain adalah pengendalian finansial
internal (Anthony, Robert N 1994). Pengendalian finansial internal mempunyai
tujuan sebagai berikut (1) Meminimalisasi kemungkinan finansial loss yang
disebabkan pencurian atau kejahatan, (2) Menjamin bahwa pengeluaran dan
penerimaan uang sefta penggunaan sumber daya organisasi telah sesuai dengan
aturan yang ditetapkan oleh semior manajemen, (3) Menjamin bahwa aliran
informasi dalam sistem adalah akurat.

Hasil penelitian Miah dan Mia (1996) terhadap unit bisnis organisasi
pemerintahan di New Zaeland menyataka bahwa., adanya desentralisasi dalam
pengambilan keputusan akan mendorong penggunaan sistem pengendalian
akuntansi dalam organisasi tersebut. Karena dengan penggunaan sistem

pengendalian akuntansi diharapkan keputusan yang diambil oleh manajemen
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menjadi semakin handal, karena informasi disediakan sesuai dengan kebutuhan
pengambilan keputusan.
2.1.3. Kinerja Organisasi Scktor Publik

Aspek penting dalam organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan
pengendalian adalab tercapainya efesiensi dan efektifitas dari pelayanan yang
diberikan. Peningkatan kinerja organisasi merupakan ulfimate objective dari
pengendalian manajemen.Kinerja pada organisasi sektor publik adalah merupakan
sesuatu hal yang kompleks. Dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik
selain menégunakan ukuran keuangan juga harus memperhatikan ukuran
nonkeuangan dengan mengacu pada fungsi organisasi.

Robert N. Anthony (1994) menyatakan bahwa sistem pengendalian yang

baik harus mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
1. A Total System

Sistem pengendalian manajemen harus merupakan keseluruhan sistem,
karena harus mencakup semua aspek dari operasi organisasi dan menjamin bahwa
semua bagian dari operasi organisasi telah sesuai dengan yang direncanakan.
Sistem ini juga digunakan oleh senior manajemen untuk memonitor semua bagian
dari operasi organisasi.
2.Goal Congruence

Suatu prinsip dasar psikologi sosial adalah bahwa seseorang melakukan
tindakan hanya yang sesuai dengan kepentingannya. Fungsi sistem pengendalian
manajemen adalah mendorong agar tindakan seseorang dalam organisasi

mencakup dua kepentingan sekaligus, yaitu: kepenfingan individual dan
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kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kesesuaian antara twjuan individual
manajer dengan tujuan organisasi secara keseluruhan disebut goal congruence.
Terciptanya perfect goal congruence mungkin tidak penah terjadi, tapi paling
tidak sistem tersebut tidak menggunakan sistem evaluasi dan reward yang dapat
menimbulkan ketidakkonsistenan antara tujuan individu dan tujuan organisasi
~secara keseluruhan.

3. Financial Framework |

Sistem pengendalian manajemen seharusnya dibangun sebagai suatu struktur
finansial, yang berarti estimasi dan ukuran dalam satuan moneter. Hal ini bukan
berarti bahwa pengendalian manajemen adalah sistem informasi akuntansi. Sistem
informasi akuntansi hanya menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai
alat bantu dalam pengambilan keputusan. Di samping ukuran moneter, ukuran non
moneter bisa digunakan sebagai bagian yang penting dari sistem.

4. Rhytm

Sistem pengendalian manajemen dilakukan secara rhytmatik, maksudnya tahap
demi tahap harus dilakukan secara berurutan dan benar.

5. Intergration

Sistem pengendaliam manajemen seharusnya menjadi sistem yang terkoordinasi
dan terintegrasi. Walaupun data dikumpulkan dari berbagai sumber dan digunakan
untuk berbagai tujuan data tersebut harus bisa direkonsiliasi, sehingga menjadikan
sistem pengendalian manajemen pada hakikatnya merupakan sistem tunggal.

Dalam pengukuran kineja yang perlu diperhatikan adalah efesienst,

efektif dan ekonomis. Efesiensi adalah rasio output terhadap input. Efektifitas
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merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dari objek yang ditetapkan.
Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan oleh sub unit pada objek unit,
maka sub unit tersebut dikatakan efektif.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan kinerja, yaitu sebagian
organisasi menghubungkan pembayaran dengan kinerja, sebagian lainnya
menggunakan informasi kinerja terutama sebagai perangkat manajemen yang
digunakan secara kontinyu untuk meningkatkan operasi mereka, dan sebagian lain
mengkaitkan operasi pembelanjaan mercka dengan hasilnya. Organisasi yang
paling enterpreneurial berusaha untuk melakukan ketiga-tiganya (Obsborne dan
Gaebler, 1992)

2.1.4. Mengukur Kinerja Organisasi Sektor Publik

Tujuan utama organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan pada
publik (public service), hal ini tidak berarti bahwa organisasi sektor publik tidak
mempunyai tujuan yang bersifat finansial. Kinefja organisasi sektor publik selain
diukur dengan ketaatannya terhadap anggaran yang telah ditentukan, juga diukur
dengan menggunakan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada
publik (public spending).

Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (AKIP) vyang dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dalam rangka membuat panduan tentang penerapan good
governance pada organisasi sektor publik di Indonesia, mendefinisikan kinerja
sebagai kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak

tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi, dihubungkan
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dengan visi yang diemban svatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan
negatif suatu kebijakan operasional yang diambil (LAN dan BPKP, 2000). Stout
(1993), vang dikutip dari Buku Petunjuk Pengukuran Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAN dan BPKP,2000) menyatakan baliwa pengukuran kinerja
merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan
dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang
ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses.

Menurut Peter (1996), dengan melakukan pengukuran, analisis dan evaluasi
terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, organisasi dapat menentukan
alternatif strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan
efektifitas suatu keéiatan sekaligus memberikan informasi obyektif kepéda publik
mengenai pencapaian hasil yang diperoleh. Setidaknya ada 5 (lima) manfaat
mengukur kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pengambilan keputusan

2. Meningkatkan mutu akuntabilitas internal

3. Meningkatkan akuntabilitas publik

4. Mendukung perencanaan strategis dan penetapan tujuan

5. Memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber

daya secara efektif

Kinerja adalah kemampuan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada
organisasi yang menggunakan strategi desentralisasi kepada unit-unit bisnis yang
dibentuknya, pencapaian kinerja unit bisnis diharapkan dapat mempengaruhi

kinerja secara keseluruhan organisasi, dengan asumsi strategi yang ditetapkan
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pada unit bisnis sesuai dengan situasi dan kondisi eksternal dan internal yang ada
pada lingkungan unit bisnis tersebut (Mia dan Clarke,1999).
2.1.5. Indikator Kinerja Organisasi Sektor Publik
Salah satu metode dan indikator pengukuran kinerja manajemen yang dapat

diterapkan pada organisasi sektor publik adalah pengukuran ekonomi, efisiensi
dan efektivitas atau séring disebut value for money. Ekonomi menjelaskan
hubungan antara sumber-sumber yang dikeluarkan atan yang dianggarkan untuk
aktiQitas dan hasil yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Ekonomi
berkaitan dengan input. Pengukuran ekonomi lebih lanjut mengindikasi}can biaya,
jumlah atau kualitas input yang digunakan dalam aktivitas manajemen (Small,
1996).

~ Menurut Simons (2000) ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan (1) sumber
daya yang digunakan dalam operasi telah diotorisasi dengan tepat, (2) sistem
manajemen menyediakan pengendalian yang tepat atas biaya dan (3) biaya operasi
telah sesuai jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Parker ( 1996) menyatakan bahwa, menyatakan bahwa , Concept Statement
No2 dari Government Accounting Standard Board (1994) yang digunakan di
Amerika Serikat membagi pengukuran kinerja dalaml3 (tiga) katagori indikator,
yaitu:

1. Measures of service efforts, bagaimana sumber daya digunakan untuk
melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang berguna.
2. Measures of service accomplishment, mengukur capaian dari program

tertentu.
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3. Measures that related efforts to accomplisment, mengukur efisiensi dan
efektifitas operasi dan program yang dilakukan.

Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa, untuk dapat mengukur kinerja
organisasi sektor publik, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja yang
digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Mekanisme untuk
menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan daﬁ pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi pros;es, prosedur dan
struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan
dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan
rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok
dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
2. Spesifikasi teknis dan standarisasi

Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan
menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan
bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagi standar penilaian.

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan
standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki
kompetensi teknis dan profesional dalam b-ekexja.

4 Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar

Mekanisme ckonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman

(rewad and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme
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pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin

terpenuhinya Value for money. Ukuran kinerja scbagai dasar untuk

memberikan penghargaan dan hukuman.
5. Mekanisme Sumber daya manusia

Organisasi sektor publik perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk

memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.
2.1.6. Desentralisasi Pengambilan Kepﬁtusan, Sistem Pengendalian

Akuntansi, dan Kinerja Kantor Dinas.

Seberapa jauh pengambilan keputusan di sebuah organisasi harus
didelegasikan ke level-level yang lebih rendah (sebuah isu struktur orgasisasi)
telah banyak mendapatkan perhatian dalam riset organisasi. Telah ditunjukan
bahwa banyaknya delegasi tergantung pada berbagai variabel kontekstual dan
lingkungan (Pugh dkk, 1969; Negandhi dan Reimann, 1973). Untuk tujuan studi
ini, pendelegasian didefinisikan sebagai seberapa jauh manajemen di level yang
lebih tinggi memperbolehkan manajemen di level yang lebih rendah mengambil
keputusan secara independen (Heller dan Yukl, 1969). Pendelegasian memberikan
otoritas pengambilan keputusan disertai tanggung jawab kepada manajemen di
level yang lebih rendah (bawahan) untuk mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan. Otoritas adalah hak yang melekat untuk melaksanakan tugas, sedang
tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikén tugas-tugas (Hellriegel
dan Slocum, 1978).

- Pentingnya desentralisasi sebagai sebuah elemen pengaturan struktur

formal telah banyak ditekankan di literatur organisasi manajemen. Thompson
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(1970) menekankan perlunya desentralisasi sub unit-sub unit sebagai suatu respon
struktural untuk mengatasi lingkungan yang tidak terduga. Gordon and Miller
(1976) mengatakan bahwa dengan meningkatkan kompleksitas administratif,
tugas dan tanggung jawab harus didelegasikan ke level-level manajemen yang
lebih rendah wuntuk meringankan beban pengambilan keputusan di level
manajemen yang lebih tinggi. Dalam situasi pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi, manajer-manajer di level bawah menerima peran pengambilan
keputusan dan melaksanakannya atau bukan sekedar melanjutkan dan mereka
bertanggung jawab atas operasi di sub unit dalam pengambilan keputusan. Maka,
diperlukan lebih banyak sistem pengendalian akuntansi. Sebagai contoh Cushing
dan Romey (1994) berpendapat bahwa pilihan struktur (misal tingkat
desentralisasi) memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem informasi akuntansi
karena sistem tersebut harus membantu para manajer unit dalam pengambilan
keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran unit mereka
{Kaplan dan Atkinson, 1989; Emmanuel er al, 1990; Gul et ai, 1995) dalam (
Miah dan Mia, 1996)

Desentralisasi cenderung meningkatkan kebutuhan penggunaan sistem
pengendalian akuntansi. Semakin besar otoritas dan tanggung jawab yang
didelegasikan oleh top manajemen kepada level-level manajemen yang lebih
rendah, semakin besar kebutuhan untuk mengontrol dan mengevalusi aktvitas
manajemen ke level yang lebih rendah. Agar kinerja dapat meningkat setelah
dilakukannya desentralisasi pengambilan keputusan operasi, organisasi harus

mengadopsi kontrol-kontrol yang diperlukan (Hill, 1988). Burns dan Waterhouse
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(1975) mengatakan bahwa organisasi yang mendelegasikan otoritas poengambilan
keputusan periu mengembangkan sarana-sarana untuk mempertahankan kontrol
dengan menggunakan prosedur-prosedur pengukuran pelaksanaan peran.

ﬁubungan antara desentralisasi dan penggun@n sistem pengendalian
akuntansi dalam meningkatkan kinerja organisasi di mana tolak ukur kinerjanya
adalah efesiensi dana efektifitas pelayanan yang diberikan kepada publik dapat
digambarkan sebagai berikut; dengan desentralisasi, di mana manajer sub unit
mempunyai wewenang dan otoritas mengambil keputusan, manajer pada kondisi
ini mampu mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
lokal dan secara cepat merespon perubahan-perubahan situasi lokal yang terjadi.
Dalam kondisi ini manajer sub unit mampu mengambil keputusan tanpa
Klarifikasi dan arahan dari kantor pusat. Hal ini berarti dapat mereduksi waktu
yang dibutulikan untuk pengambilan keputusan dan mereduksi pengelvaran publik
(public expenditure). Kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sesuai
dengan kebutuhan lokal akan mendorong terciptanya efektifitas pelayanan yang
diberikan.

Sebagai konsekuensi desentralisasi di mana manajer sub unit lebih
" bertanggung jawab terhadap implementasi keputusan yang diambil maka manajer
tersebut membutubkan informasi akuntansi yang lebih banyak untuk
mengendalikan aktifitas finansial sub unit, untuk menjamin bahwa tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai. Pengendalian finansial pada organisasi yang
terdesentralisasi akan dapat dilakukan dengan relatif mudah dibandingkan dengan

organisasi yang tersentralisasi karena lingkup pengendaliannya lebih sempit,
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sehingga kontrol dapat dilakukan secara intensif yang akan mendorong
tercapainya efesiensi.

Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diberikan kepada
publik adalah indikator kinerja organisasi pemerintah. Peneliti-peneliti masalah
struktur org;liﬁsasi dan sistem pengendalian akuntansi .sepakat bahwa
desentralisasi mempunyai efek yang cukup positif terhadap kinerja. Miah dan Mia
(1998) berpendapat bahwa desentralisasi memberikan insentif yang lebih besar
pada performance, hal ini disebabkan adanya manajer sun unit yang diberikan
kewenangan untuk menetapkan tujuan dari unitnya schingga manajer tersebut
akan lebih bertanggung jawab terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan desentralisasi di mana lingkup pengendalian yang relatif lebih
sempit akan memberikan pada anggota organisasi suatu perasaan bahwa mereka
dikontrol dengan tingkat yang relatif lebih tinggi sehingga akan mempekecil
kemungkinan pemborosan penggunaan sumber daya organisasi, yang berarti
meningkatkan efesiensi.

Desentralisasi akan menjadikan manajer lebih terfokus dan tahu kebutuhan
lokal. Manajer pada kondisi ini akan mengambil keputusan yang benar-benar
sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini akan mendorong terciptanya efektifitas
pelayanan yang diberikan kepada publik.

Seining dengan meningkatmya otoritas yang didelegasikan kepada kepala
dinas di organisasi pemerintah, mereka juga semakin bertanggung jawab untuk
kinerja bagi departemennya. Schingga meningkatkan penggunaan sistem

pengendalian akuntansi di kantor-kantor dinas.
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Penggunan sistem pengendalian akuntansi bisa meningkatkan perencanaan
dan kontrol aktivitas organisasi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja
organisasi. Literatur-literatur tentang sistem informasi akuntansi semakin
memperhatikan akurasi pengambilan keputusan organisasi. Sebagai contoh Martin
(1994) mengatakan bahwa tujuan informasi akuntansi adalah meningkatkan
penilaian dan keputusan dengan lebih baik oleh pemakai informasi. Macintosh
(1994) mengatakan bahwa sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat
penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk
memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan
karyawan di organisasi. Demikian pula Miah dan Goyal (1990} berpendapat
bahwa sistem akuntansi yang efektif adalah prasyarat bagi kineja yang lebih baik.
Mereka juga berpendapat bahwa kegagalan menggunakan informasi akuntapsi
yang diperlukan akan menyebabkan manajemen sumber daya tidak efektif dan
menyebabkan penurunan kinerja organisasi secara bertahap (Cushing dan Romey,
1994). Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sistem pengendalian akuntansi
dalam jumlah vyang lebih banyak akan menyebabkan p.eningkatan kinerja
organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan kontrol aktivitas
keuangan oleh para manajer dengan cara lébih baik.

Dalam konteks sektor publik, pendelegasian otoritas dan tanggung jawab
oleh head office (HO) departemen pemerintah ke kantor-kantor dinas bisa
memiliki dua konsekuensi. Pertama, karena pendelegasian, para manajer kantor
dinas diminta membuat keputusan operasi dalam jumlah lebih banyak, sehingga

semakin banyak bertanggung jawab pada head office atas kinerja kantor dinas
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yang mereka pimpin. Situasi ini memerlukan semakin banyak informasi untuk
pengambilan keputusan dan kontrol di kantor dinas yang menyebabkan semakin
banyaknya penggunaan sistem pengendalian akuntansi. Kedua, peningkatan
penggunaan sistemn pengendalian akuntansi memungkinkan para kepala kantor
dinas membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan mengontrol operasi-
operasi dengan lebih efektif, sehingga bisa meningkatkan kinerja. Penggunaan
sistem pengendalian akuntansi bisa membantu para manajer kantor dinas
mengestimasi biaya dan probabilita keberhasilan rencana tertentu dan memilih
alternatif terbaik di tiap kasus.
2.1.7. Desentralisasi Pengambilan Keputusan dan Kinerja Kantor Dinas
Wi]]iamsoﬁ (1970 dan 1975) mengatakan bahwa desentralisasi
pengambilan keputusan memiliki implikasi kinerja yang jangkauannya luas bagi
organisasi secara keseluruhan, Gordon dan Miller (1976) berpendapat bahwa
desentralisasi pengambilan keputusan di antara manajer berfujuan meningkatkan
kinerja mereka dengan mendorong mercka untuk mengembangkan kemampuan
khas mereka untuk menangani kondisi-kondisi lokal yang tidak menentu. Mukhi
et al (1988) mengatakan bahwa desentralisasi memungkinkan para manajer
secara efektif meﬁangam' penistiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan
meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik.
Davis dan Newstrom (1975) juga mendukung peran desentralisasi dalam
meningkatkan kingja manajerial. Dalam lingkungan pengambilan keputusan yang
terdesentralisasi, kantor pusat bisa meminta para manajer bertanggung jawab atas

kinerja operasi yang menjadi tanggung jawab mereka. Para manajer di lingkungan
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seperti itu akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan efesiensi
karena mereka bisa menekankan sasaran mereka sendini dan mengembangkan
gaya manajemen mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di tempat
mereka sendiri. Dalam kasus organisasi-organisasi pemerintah, derajat |
desentralisasi yang tepat di kantor-kantor dinas akan membantu para kepala
kantor dinas merespon dengan fepat waktu terhadap situasi-situasi setempat,
sehingga membuat proses pemerintah menjadi lebth mudah beradaptasi dan
responsif terhadap perubahan-perubahan kebutuhan lingkungan. Williamson
(seperti yang dikemukakan oleh Hill, 1988) selanjutmya mengatakan bahwa
otonomi pengoperasian yang diberikan kepada para manajer menciptakan
lingkungan organisasi internal yang kondusif untuk menumbuhkan perilaku
meminimalkan  biaya. Di  organisasi-organisasi pemerintah, perilaku
meminimalkan biaya sangat penting agar biaya penyediaan pelayanan kepada
publik bisa efektif. Berdasarkan pembahasan di atas, Miah dan Mia (1998)
berpendapat bahwa kinerja cenderung meningkat dengan meningkatnya
desentralisasi pengambilan ke;iutusan di level kantor dinas. Pendapat ini sesuai
dengan pendapat Hill (1988) bahwa desentralisasi mendorong ke peningkatan
kinerja di organisasi yang kon-1pleks dan besar.
2.1.8. Mediasi variabel sistem pengendalian akuntansi terhadap hubungan
desentralisasi pengambilan keputusan dan kinerja

Hipotesis yang dibangun pada sub bab ini memfokuskan pada pengaruh

mediasi variabel sistem pengendalian akuntansi terhadap hubungan antara

desentralisasi pengambilan keputusan dan kinerja. Miah dan Mia (1996),
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menemukan bahwa sistem pengandalian akuntansi berperan sebagai mediator
pada hubungan antara desentralisasi pengambilan keputusan dan kinerja.
" Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Miah dan Mia (1996) adalah, ketika
désentra]isasi pengambilan  keputusan meningkat, penggunaan sistem
pengendalian akuntansi juga meningkat. Kesimpulan ini didasari oleh argumen
bahwa ketika desentralisasi pengambilan keputusan tinggi, penggunaan sistem
pengendalian akuntansi dapat membantu manajer untuk mendapatkan informasi
yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusannya.

Lebih lanjut Hill (1988) menyimpulkan bahwa pada organisasi yang
kompleks dan berskala besar, kebijakan desentralisasi kepada unit bisnis memacu
meningkatkan kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja diorganisasi yang
lebih besar dan kompleks. Subrammaniam dan Mia (2001) juga menemukan
bahwa strategi desntralisasi merupakan salah satu alat dalam pengendalian
manajemen yang paling sering digunak;m organisasi untuk mendorong dan
membantu manajer dalam pencapaian kinerja. Dari penjelasan tersebut, dapat'di
simpulkan bahwa semakin tinggi level desentralisasi pengambilan keputusan,
maka semakin tinggi pula penggunaan sistem pengendalian akuntansi. Hal ini
mengimplikasikan bahwa sistem pengendalian akuntansi dapat berperan sebagai
variabel intervening pada hubungan antara desentralisasi terhadap kinerja.
2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan desentralisasi pengambilan keputusan
maupun sistem pengendalian akuntansi serta tentang kinerja telah dilakukan oleh

para peneliti pada berbagai jenis dan karateristik organisasi yang berbeda. Tabel
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2.1 dibawah akan meringkas dan mengikhtisarkan beberapa penelitian yang
berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Waterhouse dan Tiessen (1978) dalam penelitiannya “A Contigency
Framework For Management Accounting Systems Research”menyimpulkan
bahwa struktur organisasi lingkup luwas tergantung pada kontek dan struktur
alternatif dalam menciptakan kebutuban pengendalian vang berbeda. Chenhall
dan Morris (1986) menemukan bahwa desentralisasi berhubungan dengan

aggregate information, ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan dengan

scope serta informasi tepat waktu. Van de Ven (dalam Miah dan Mia, 1996)

menyimpulkan bahwa struktur organisasi berupa desentralisasi merupakan salah
satu bentuk struktur organisasi yangefisien dan efektif untuk mengatasi kegagalan
administrasi. Menurut Hifl (1988) pada organisasi yang kompleks dan berskala
besar, kebijakan desentralisasi kepada unit bisnis memacu meningkatnya kinerja
dan dapat mendorong peningkatan kinerja di organisasi yang lebih besar dan
kompleks. Subrammaniam dan Mia (2001) juga menemukan bahwa strategi
desentralisasi merupakan salah satu alat dalam pengendalian manjemen yang
paling sering digunakan organisasi untuk mendorong dan membantu manajer
dalam pencapaian kinerja. Miah dan Mia (1996) menyatakan bahwa ada
hubungan antara struktur organisasi dengan pengendalian akuntansi dan kinerja.
Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Susrani (2002) menyimpuikan
bahwa desentralisasi merupakan variabel penting dalam penyusunan Sistem
Akuntansi Manajemen. Namun gagal membuktikan bahwa desentralisasi

mempuyai pengaruh langsung terhadap karateristik Sistem Akuntansi Manajemen
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akan broad scope. Sementara itu, Rahman (2001) menemukan karateristik

informasi broad scope dan aggregation merupakan variabel penting dalam

memediasi hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi terhadap

kinerja manajerial.

Penelitian tentang desentralisasi pengambilan keputusan, pengendalian

akuntansi dan kinerja dapat diringkas dalam tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1 ,
IKHTISAR PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU

Neo

Peneliti

Thn

Obyek
penelitian

Alat

analisis

Temuan hasil penelitian

Chenhall dan
Morris

1986

Perusahaan
manufaktur

Regresi
dan path
analisis

-desentralisasi  berhubungan  dengan
apgregate information, ketidakpastian
lingkungan yang dipersepsikan dengan
scope serta informasi tepat waktu
-pengaruh  ketidakpastian  lingkungan
vang dipersepsikan dan ketergantingan
organisasi  merupakan  hal  tidak
berhubungan secara langsung dengan
desentralisasi

Waterhouse
dan Tiessen

1978

Perusahaan
manufatur

Path
analysis

Struktur  organisasi  lingkup  luas
tergantung pada koniek dan struktur
alternatif dalam menciptakan kebutuhan
mekanisme pengendalian yang berbeda

L. Mia dan
Chenhall

1994

Perusahaan
manufakiur

Analysis
regresi

Ada hubungan yang signifikan diantara
functional area penggunaan informasi
secara luas terhadapkeseluruhan scope
SAM yang mempengaruhi  kinerja
manajerial

Miah dan

Mia

1996

Kantordiskrit
pemerintahan

Path
analysis

Desentralisasi  dalam  pengambilan
keputusan akan mendorong penggunaan
sistern  pengendalian akuntansi dalam
organisasi tersebut

Semakin besar Penggunaan sistem
akuntansi semakin tinggi  tingkat
desentralisasi pengambilan keputusan
maka semakin baik kinega organisasi
tersebut

Aulia  Fuad

Rahman

2001

Perusahaan
Manufaktur

Path
analysis

Karatenistik informasi broadscope dan
aggregation sistem akuntansi
manajemen merupakan vanabel penting
dalam memediasi hubungan antara
ketidakpastian lingkungan dan
desentralisasi terhadap kinerja
martajerial
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian Miah dan Mia (1996), dalam hal
(1) penelitian ini menggunakan obyek kepala kantor dinas di kabupaten dan kota
seluruh propinsi Kalimantan Selatan, sementara penelitian Miah dan Mia (1996)
obyek penelitian yang digunakan adalah kepala kantor diskrit di lima kantor
diskrit pemerintahan di New Zaeland. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali
apakah dengan teori yang sama tetapi dengan sampel dan lokasi yang berbeda
akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan
bisa digeneralisasikan (Abemethy dan Guthrie, 1994; Chong dan Kar, 1997). (2)
alat analysis yang digunakan , dalam penelitian Miah dan Mia (1996) teknik
analisis data yang digunakan adalah path analysis, sementara penelitian ini
menggunakan Structural equation modei (SEM). SEM dipilih karena mampu
menguji model yang terhitung rumit secara simultan, maksudnya terdapat
hubungan kausal antar variabel yang tidak bersifat langsung (direct effects) tapi
berupa hubungan mediasi (mediating effects) atau bahkan hubungan moderasi
(moderating effects). Disamping itu, SEM mengakomodir pegujian kesalahan
pengukuran (measurement error) setiap indikator sehingga validitas dan
reliabilitas instrumen penelitian dan data yéng digunakan dalam analisis dapat
diukur secara akurat (Kline, 1998).
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan sistem
pengendalian akuntansi memainkan peranan yang penting, dalam arti bahwa

meningkatnya desentralisasi di kantor dinas berhubungan dengan penggunaan
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sistem pengendalian akuntansi yang lebih besar, yang pada gilirannya
berhubungan dengan peningkatan kinerja.

Dari beberapa simpulan penelitian-penelitian terdahulu dan telaah teoritis
yang diuraikan, maka diajukan Bentuk model penelitian seperti gambar 2.1. yang
merupakan kerangka konseptual dan sekaligus sebagai alur pikir perumusan
hipotesis.

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
DESENTRALISASI ,SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN
KINERJA KANTOR DINAS

Sumber: Miah dan Mia (1996) hal. 183

2.4. Hipotesis

Sesuai dengan telaah teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah
diuraikan dimuka,maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
H1 : Meningkatnya level desentralisasi pengambilan keputusan pada kantor dinas

menyebabkan peningkatan penggunaan sistem pengendalian akuntansi

H2: Semakin besar penggunaan sistem pengendalian akuntansi di kantor  dinas

maka semakin baik kinerja manajerialnya.
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H3: Meningkatnya desentralisasi per;garnbilan keputusan di level kantor dinas
berhubungan dengan meningkatnya kinerja manajerial di kantor tersebut.
H4: Pengaruh desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial
dimediasi oleh sistem pengendalian akuntansi
Pembahasan yang menyebabkan dibuatnya hipotesis pertama dan kedua
bisa digunakan untuk mengatakan bahwa penggunaan sistem pengendalian
akuntansi memainkan peran yang penting dalam arti bahwa meningkatmya
desentralisasi di kantor dinas berhubungan dengan penggunaan sistem
pengendalian akuntansi yang lebih besar, yang pada gilirannya berhubungan
dengan peningkatan kinerja. Secara keseluruhan, hubungan-hubungan yang
diilustrasikan di gambar 1 ini diharapkan bisa menjelaskan paling tidak sebagian
hubungan bi-variate antara desentralisasi dan kinerja (Chenhall dan Brownell,
1988). Untuk fujuan studi ini, peran penting penggunaan sistem pengendalian
akuntansi didukung bila hipotesis pertama dan kedua signifikan dan dengan arah
positif, sehingga bisa menjelaskan paling tidak sebagian hubungan antara
desentralisasi dan kinerja serta mendukung diterimanya hipotesis ketiga dan

keempat.
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BAB il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumbper Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti
dan bersumber dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan tentang
desentralisasi pengambilan keputusan, sistem pengendalian akuntansi, dan kinerja.

Responden penelitian ini adalah kepala dinas pada kabupaten dan kota
selurub Propinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan responden ini selain mengikuti
acuan penelitian sebelumnya juga didasarkan pada job description di lapangan.
Para kepala dinas dipilih sebagai responden karena mercka yang berfungsi
menjabarkan keputusan-keputusan strategis yang diambil kepala kabupaten dan
kota atau disebut juga front line officer
3.2 Populasi

Pdpulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kepala dinas
dari instansi-instansi pemerintah yang berkedudukan di kabupaten dan kota
seluruh Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dar 10 kabupaten dan 2 kota,
yaitu Kabupaten Banjar, Batola, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai
Utara, Tanah laut, Tapin, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu dan Kota
Banjarmasin serta Kota Bapjarbaru. Berdasarkan Buku Informasi Kelembagaan
Kalimantan Selatan tahun 2002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi

Kalimantan Selatan terdapat 151 kepala dinas dari 10 kabupaten dan 2 Kota
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tersebut di atas. Sehingga ukuran populasi penelitian ini adalah 151. Berdasarkan
data yang dibagikan diperoleh 109 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian
i
3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey mefalui
penyebaran kuesioner yang didistribusikan secara langsﬁng oleh peneliti. Dari
segi rekonstruksi pertanyaan, bentuk kuesioner terdiri dari kuesioner dengan
pertanyaan terkait (angket tersetruktur). Data ini diperoleh melalui kuesioner yang
dibagikan ke setiap responden. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan
pada kuesioner tersebut dan memjlih satu yang paling tepat dari berbagai
alternatif yang jawaban yang disediakan tanpa memberikan jawahan lain,
kuesioner bentuk ini lebih menarik bagi responden karena kemudahapnya dalam
memberikan jawaban dan juga waktu yang digunakan untuk menjawab lebih
singkat.
3.4 Definisi Opérasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi variabel
desentralisasi pengambilan keputusan dan sistem pengendalian akuntansi sebagai
variabel independen/eksogen. Variabel dependen/endogen yang digunakan adalah
kinerja. Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian yang telah
dikembangkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga validitas dan reliabilitas
instrumen telah diuji. Namun demikian, untuk mengetahui konsistensi dan akurasi
instrumen tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian kembali

realibilitas dan validitas instrumen
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3.4.1. Desentralisasi Pengambilan Keputusan

Desentralisasi pengambilan keputusan berarti seberapa jauh manajemen di
level yang lebih tinggi memperbolehkan manajemen di level yang lebih rendah
mengambil keputusan secara independen (Heller dan Yukl, 1969 dalam Miah dan
Mia, 1996). Variabel desentralisasi pengambilan keputusan diukur dengan
instrumen yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Gordon dan
Narayana, 1984; Gul dan Chia, 1994; Gul dkk, 1995; Chia, 1995; Miah dan Mia,
1996). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima pertanyaan guna
mengetahui sejauh mana pengambilan keputusan didelegasikan pada kepala dinas.

Kelima pertanyaan tersebut: pengambilan keputusan keuangan (misal:
penggantian perlengkapan kantor), pengambilan keputusan mengenai operasi
sehéri—hmi {misal: pembelian alat tulis kantor), pengambilan keputusan mengenai
training dan pengembangan staf kantor dan anggaran yang diperiukan,
pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya (dana) untuk hal-hal diluar
yang dianggarkan, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan personel
(promosi karyawan dan pemecatan karyawan).

Masing-masing i)eﬁanyaan divkur dengan menggunakan lima (1 sampai
dengan 5) .skala likert. Satu berarti tidak ada pendelegasian, dﬁa berarti
pmv_.;.legasian sebagian kecil, tiga berarti pendelegasian separuh, empat berarti
pesidelegasian sebagian besar, dan lima pendelegasian penuh.

34.2. Sistem Pengendalian Akuntansi
Penggunaan sistem pengendalian akuntansi adalah terkait dengan -

pengimntegrasian haktivitas fungsional ke dalam sistém organisasi secara
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keseluruhan, Variabel penggunaan sistem pengendalian akuntansi diukur dengan
instrumen yang sudah digunakan peneliti-peneliti sebelumnya (Khandwala, 1972;
Chenhall dan Morris, 1986; Miah dan Mia, 1996). Variabel ini diukur dengan
menggunakan enam pertanyaan dengan tujuan mengukur intensitas penggunaan
system pengendalian akuntansi guna membantu pengambilan keputusan pada
kantor dinas. Keenam pertanyaan tersebut adalah: pengendalian kualitas operasi,
pengendalian operasi, pemeriksaan intern terhadap keuangan kantor, evaluasi
sistematis terhadap kinerja staf senior, penetapan target operasi, dan penyusunan
rencana operasi.

Masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan lima (1 sampai
dengan 5) skala likert. Satu -berarti fidak pernah menggunakan item-item
pengendalian, dua berarti jarang menggunakan item-item pengendalian, tiga
berarti kadang-kadang menggunakan item-item pengendalian, empat sering
menggunakan item-item pengendalian, lima berarti selalu menggunakan item-item
pengendalian.

3.4.3. Kinerja Manajerial

Variabel kinerja diukur deggan menggunakan self-rating  yang
dikembangkan oleh Mahoney & Ca.nq\.l (1963) dan banyak digunakan oleh
peneliti-peneliti lain seperti Keneth A Merchant (1981); Brownel (1983);
Brownell & Hirst (1968); Brownell & Mc l‘nnes (1986); Riyanto (1995); Miah &
Mia (1996); Nazarudin (1998) Pengguna'ﬂg_ self-rating dalam pengukuran kinerja
untuk menghindari kemungkinan pengukufan kinerja yang tidak representatif

(Honeman, 1979). Karena jika digunakﬁp_i superior rating ada kemungkinan
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superior tersebut kurang memahami kondisi sebenarnya. Meskipun pendekatan
self-rating mempunyai kelemahan yaitu' kemungkinan responden memilih skor
cenderung melebihi skor yang sebenamya (ieniency bias). Namun minimal
pendekatan ini dapat digunakan sébagai pengganti yang baik dari ketidakadaan
hard-objective data (Des dan Robinson, 1984).

Pengukuran ini menggunakan sembilan pertanyaan, yaitu : Pemilihan staf,
perencanaan, pengawasan, perwakilan, investigasi, koordinasi, negosiasi,
evaluasi, dan .kinelja secara keseluruhan. Ukuran kinerja dari responden diukur
dengan menggunakan lima (1 sampai dengan 5) skala likert. Satu berarti jauh di
bawah rata-rata, dua berarti s;edikit dibawah rata-rata, tiga berarti sama dengan
rata-rata kinerja rekan anda, empat berarti sedikit dibawah rata-rata, lima berarti
jauh diatas rata-rata.

3.5 Teknik @alisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural
equation modeling (SEM). SEM dipilih karena mampu menguji model yang .
terhitung rumit secara simultan, maksudnya terdapat hubungan kausal antar
variabel yang tidak bersifat langsung (direct effects) tapi berupa hubungan
mediasi (mediating effects) atau bahkan hubungan moderasi (moderating effects).
Disamping itu, SEM mengakomodir pegujian kesalahan pengukuran
(measurement error) setiap indikator sehingga validitas dan reliabilitas instrumen
penelitian dan data yang digunakan dalam analisis dapat diukur secara akurat
(Kline, 1998). Prosedur analisis data dengan SEM mengacu kepada 7 tahap

analisis dari Hair ef al (1995), sebagai berikut:
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3.5.1. Pengembangan Model Berbasis Teori

Model teoritis (model konseptual) dalam penelitian ini dikembangkan
dengan berpijak pada telaah teori yang memadai dan telah disajikan pada bab IL
Model teoritis dalam penelitian ini menggambarkan hubungan kausal! antara
faktor Desentralisasi (DEC), faktor Sistem Pengendalian Akuntansi (ACS), dan
faktor Kinerja (PERF).

3.5.2. Pengembangan Diagram Alur untuk Menunjukkan Hubungan
Kausalitas

Diagram alur atau path diagram dikembangkan berdasarkan kajian teori
yang memadai sebagaimana diuraikan dalam bab II. Diagram alur yang
dikembangkan dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1

Diagram Alur Hubungan Kausal antara Desentralisasi,
Sistem Pengendalian Akuntansi, dan Kinerja

Sistemn
Pang Akun

Sumber: Dikembangkan dari Miah dan Mia (1996) untuk tesis ini, 2004
3.53. Konversi Diagram Alur kedalam Persamaan Struktural dan

Spesifikasi Model Pengukuran
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Persamaan-persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran yang
dikembangkan berdasarkan diagram alur pada gambar 3.1 di atas, disajikan pada

tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Spesifikasi Model Pengukuran dan Persamaan Struktural

Faktor Endogen

X1 =A1DEC+el X6 =A6ACS +eb
X2 =L2DEC+e2 X7 =ATACS+¢7
X3 =A3DEC+e3 X8 =L8ACS +e8
X4 =A4DEC+ed X9 =19 ACS +¢9
X5 =A5DEC+e5 X10=A 10 ACS +¢l0

X1l =A11ACS +ell

X12 =A 12 PERF +el2
X13 =A 13PERF +¢13
X14 = A 14 PERF +e¢l4
X15=2A 15 PERF +¢l5
X16 =216 PERF +el6
X17=A17 PERF +e¢l7
X18=A 18 PERF +¢l8
X19=2A 19 PERF +¢l9

X20=2 20 PERF +¢20

ACS=y,DEC+d

PERF =M DEC + Bl ACS + d2

Keterangan: DEC = Decentralizaion = Desentralisasi
ACS = Accounting Control System = Sistem
Pengendalian Akuntansi
PERF = Performance = Kinerja
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3.5.4. Pemilihan Matriks Input dan Teknik Estimasi Model

Input data yang digunakan dalam pénelitian ini adalah matriks varians-
kovarians (covariance matrix). Sedangkan teknik estimasi yang digunakan adalah
maximum likelihood estimation (ML). Adapun perangkat lunak (soffware) yang

digunakan adalah AMOS (Analysis of Moment Structures) versi 4.01.

3.5.5. Mengevaluasi Problem Identifikasi
Problem identifikasi model struktural pada prnsipnya adalah problem
mengenai  ketidakmampuan model untuk menghasilkan estimasi yang unik
(unique solutions) untuk setiap parameter yang diestimasi pada model. Gejala-
gejala problem identifikasi antara lain adalah:
=  Program komputer yang digunakan {dalam penelitian it AMOS 4.01) tidak
dapat me-run model yang dispesifikasi oleh peneliti;
= Standard error pada satu atau beberapa koefisien sangat besar, melebihi nilai
koefisiennya sendiri;
= Error variance negatif (disebut dengan “Heywood Cases™) atau positif namun
insignifikan.
3.5.6. Evalwuasi goodness-of-fit model
Kelayakan model atau goodness-of-fit pada intinya mengacu pada apakah
model yang dispesifikasi oleh peneliti sesnai (fir) dengan data yang digunakan
(Diamantopoulos & Siguaw, 2001; Kline, 1998; Steenkamp & Van Trijp, 1991).
Pengujian kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 2
langkah (fwo step modeling approach) yang diperkenalkan oleh Anderson dan

Gerbing (1588).
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Langkah pertama adalah mengevaluasi kelayakan model pengukuran
(melalui confirmatory factor analysis) yang memuat hubungan antara indikator
dengan faktor. Langkah kedua adalah mengevaluasi full latent variable mode!
dimana mode! struktural (memuat hubungan kausai antar faktor) dan model
pengukuran merupakan sub model.

Adapun kriteria pengujian kelayakan model secara keseluruhan (global fit
atau overall mode! fit) yang digunakan dalam penelitian ini berikut batasan-
batasan yang disarankan (cut off ataw recommended values) ditampilkan pada

tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Kriteria-Kriteria dan Batasan Overall Model Fit

Chi square () < tabel | Good Fit
Probability Value (P) > 0,05 Good Fit
Chi/df (x*/df ratio atau relative chi square) <3,00 Good Fit
RMSEA (Root Mean Square Error of <0,05 Good Fit
Approximation) : 0,05 0,08 | Acceptable Fit
0,08-0,10 | Mediocre Fit
0,85—0,90 Acceptable Fit
GFI (Goodness-of-Fit Index) > 0,90 Good Fit
. >0,90 Acceptable Fit
NNFI (Non Normed Fit Index) >0.95 Good Fit
> 0.90 Acceptable Fit
CFI (Comparative Fit Index) > 0.95 Good Fit

Sumber: Disarikan dari Diamanotopoulos & Siguaw (2000), Hair ef al. (1995),
Kline (1998), Steenkamyp & Van Trijp (1991).
3.5.7. Interpretasi dan Modifikasi Model
Pada tahap terakhir ini akan dilakukan interpretasi model dan

memodifikasi model yang tidak memenuhi syarat pengujian. Syarat pengujian
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yang dimaksud adalah apakah terdapat kesalahan spesifikasi model (specification
error)'. Pengujian spesifikasi model dilakukan dengan memeriksa Modification
Index dan Standardized Residual Covariances Mairix. Modification Index lebih
besar dari 3,84 mengindikasikan bahwa model perlu dispesifikasi ulang dan
standardized residual lebih besar dari £2,58 dan melebihi 5% dari total pasangan
standardized residual juga mengindikasikan bahwa model perlu dispesifikasi

ulang (Hair et al., 1995)

3.6  Pengujian Hipotesis
3.6.1. Pengujian Hipofesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menganalisis koefisien
struktural antara desentralisasi dengan sistem pengendalian akuntansi. Jika
koefisien strukturalnya bernilai positif dengan nilai t hitung (pada output AMOS
4,01 dinotasikan C.R. = critical ratio) lebih besar dan *+2 atau | 2] maka terdapat
hubungan yang positif dan signifikan pada taraf signifikansi 5% antara
desentralisasi dengan sistem pengendalian akuntansi (Kljne, 1998; Steenkamp &
Van Trijp, 1991). Dengan kata lain, hipotesis alternatif pertama yang diajukan
dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. Jika sebaliknya, maka hipotesis alternatif
pertama ditolak dan hipotesis nol diterima.
3.6.2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan dengan menganalisis koefisien
struktural antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja. Apabila koefisien

struktural antar dua variabel laten tersebut bernilai positif dengan nilai t hitung
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lebih besar dari £2 atau | 21 maka terdapat hubungan yang positif dan signifikan

pada taraf signifikansi 5% antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja

(Kline, 1998; Steenkamp & Van Trijp, 1991). Oleh sebab itw, hipotesis alternatif

kedua yang diajukan dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. | |

3.6.3. Pengujian Hipotesis 3

Seperti halnya pengujian hipofesis pertama dan kedua, pengujian hipotesis
ketiga juga dilakukan dengan menganalisis koefisien struktural antara
desentralisasi dengan kinerja. Jika koefisien strukturalnya bernilai positif dengan
nilai t hitung lebih besar dari +2 atau | 2| maka terdapat hubungan yang positif dan
signifikan pada taraf signifikansi 5% antara desentralisasi dengan kinerja (Kline,

1998; Steenkamp & Van Trijp, 1991). Dengan kata lain, hipotesis alternatif ketiga

yang diajukan dalam penelitian ini tidak dapat ditolak.

3.6.4. Pengujian Hipotesis 4

Pengujian hipotesis keempat mengacu pada prosedur yang dikemukakan
oleh Holmbeck (1997), yaitu:

1. Menguji parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja; desentralisasi =
sistem pengendalian akuntansi; dan sistem pengndalian akuntansi -> kinerja.
Parmeter-parameter estimasi tersebut harus signifikan dan arah hubungannya
sesuai dengan yang dihipotesiskan.

2. Tahap berikut adalah menguji kelayakan model dengan cara membandingkan
model dimana parameter estimasi antara desentralisasi -> kinerja di-
constrained 0 (parameter estimasi antara dua faktor tersebut dihilangkan)

dengan model dimana parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja tidak
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di-constrained (freely estimated). Kesenjangan pilai chisquare dan degree of
freedom (df) antara dua model tersebut selapjutnya dibandingkan der;gg_n tabel
chisquare. Jika terdapat mediational effect dari sistem pengendalian akuptansi

maka penambahan parameter estimasi desentralisasi kineria tidak gkan

meningketkan kelayakan model (maogel fif) secarg signifikpn.
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum atau profil
responden berkeiatan dengan éspek—aspek demografis, yaitu umur, jenis kelamin,
lama berkerja dan lama menjabat sebagai kepala dinas, serta pendidikan terakhir.
Bagian selanjuthya menguraikan statistik deskriptif yang berbasis pada analisis
kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya, nilai rerata (mean), dan simpangan baku
(standard deviation) dari jawaban responden terhadap variabel desentralisasi,
sistem pengendalian akuntansi, dan kinerja. Pada bagian bernkutnya diuraikan
tentang hasil analisis data dengan menggunakan structural equation modeling
yang dilkuti dengan pengujian hipotesis-hipotesis penelitian. -

4,1 Gambaran Umum Responden

Responden penelitian ini adalah 109 kepala dinas instansi pemerintal yang
tersebar di 10 kabupaten dan 2 kota di Propinsi Kalimantan Selatan. Profil 109
responden berkenaan dengan umur, jenis kelamin, lama bekerja dan lama
menjabat sebagai kepala dinas, serta pendidikan terakhir terdapat dalam tabel 4.1

Pada Tabel 4.1 tersebut menginformasikan bahwa mayoritas responden
berumur 50 tahun ke atas (46,79%), pria (88,99%), telah berkerja pada instansi
bersangkutan antara 1 sampai dengan 5 tahun (63,60%), menjabat sebagai kepala
dinas antara 1 sampai dengan 5 tahun (81,65%), serta memiliki latar pendidikan

formal srata satu atau S1 (64,22%).
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Tabel 4.1
Profil Responden
‘Persentase - -
s (%)
Unmur (takun):
35-39 6 5,50
40 - 44 13 11,93
45 - 49 39 35,78
50 =

51 46,79

Jenis Kelamin:

Pria 97 88,99
Wanita 12 11,01
‘..'1‘00.. ;
Lama Bekerja (tahun):
<1 12 11,01
1-5 69 63,30
6-10 4 3,67
11-15 [ 5,50
16 20 6 5,50
21 = 12 11,01
100
Lama Menjabat sebagai Kepala Dinas (tahun):
<1 12 11,01
1-5 89 81,65
6—10 8 7,34
1-15 - 0
16 =20 - 0
21 = - _ 0

Pendidikan terakhir:

D3 8 7,34
S1 70 64,22
52 31 28,44

100

Sumber; Data penelihan yang diolah, 2004

' %
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4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini mengacu pada kisaran teoritis,
kisaran sesungguhnya, nilai rerata, dan simpangan baku untuk menggambarkan
tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

ini, seperti nampak pada tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2
Statistik Deskripfif

Kisaran Kisaran . .

Teoritis |Sesungpuhnya Mean | Std. Dem'tm,"
Desentralisasi 5-25 5-25 16,52 4,04
Sistem Pengendalian B
Akuntansi 6-30 7-30 21,43 5,33
Kinerja 9-45 9.45 30,55 7,99

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2004

Tabel 4.2 di atas menginformasikan bahwa kisaran tcoritis dan kisaran
sesungguhnyan unfuk varabel desentralisasi tidak berbeda dengan nilai rerata
16,52 dao simpangan baku yang kecil yaitu 4,04. Hal ini berarti tanggapéu 109
responden terhadap variabel desentralisasi cukup tinggi yang ditunjukkan oleh
nilai rerata yang melebihi separuh dart rentang teoritisnya (20).

Variabel sistem pengendalian akuntansi mempunyai nilai rerata 2143
dengan simpangan baku yang kecil (5,33). Hal ini mencerminkan tanggapan
responden yang tinggi terhadap variabel sistem pengendalian akuntansi karena
nilai rerata mendekati nilai maksimal kisaran teoritisnya (30 dalam rentang 24
titik).

Variabel kinerja mempunyai nilai rerata 30,55 dengan simpangan baku

yvang kecil (7,99). Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata responden
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mempunyai persepsi yang tinggl terhadap kinerja yang diraihnya karena nilai
rerata mendekati nilai maksimal kisaran teoritisnya (45 dalam rentang 36 titik).

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap non response bias.
Pengujian non response bias dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner
yang kembali (responden yang memberikan tanggapan) cukup representatif dalam
menggambarkan kondisi populasi apabila dibandingkan kuesioner yang tidak
kembgli (responden yang enggan memberikan tanggapan). Mengingat
keterbatasan dalamm memperoleh informasi mengenai responden yang tidak
mengembalikan kuesioner (memberikan tanggpan) maka pengujian non response
bias dalam .penelitiau ini merujuk pada Babbie (1990) yaitu mengelompokkan
responden kedalam dua kelompok dimana responden yang mengembalikan
kuesioner melebihi batas waktu yang ditentukan dikategorikan sebagai late
respondents sebagai proksi dari responden yang enggan memberikan tanggapan
atau berarti tidak mengembalikan kuesioner.

Penyebaran kuesioner didistribusikan sebanyak 151 eksemplar kuesioner
mulal pada tanggal 20 Agustus 2003 dan batas akhir pengembaliannya ditentukan
tanggal 28 September 2003, sehingga responden yang mengembalikan kuesioner
pada periode tersebut dikategorikan sebagai early respondents dan jumlahnya
adalah 71. Responden yang mengembalikan kuesioner sesudah tanggal 28
september 2003 sebanyak 38 dan digolongkan sebagai late respondents. Total
kuesioner yang kembali adalah 109, sehingga tingkat pengembalian (response

rate) yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 72,2%. Response rate 722%




53

termasuk tinggi karena menurut Babbie (1990) response rate di atas 60% untuk
suatu penelitian survey dikategorikan tinggi. |

Selanjutnya Analysis of Variance (ANOVA) digunakan untuk menguji
signifikansi perbedaan rata-rata tanggapan early respondents dengan late
respondents terhadap variabel desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi, dan
kinerja. Hasil pengujian non response bias dengan ANOVA dirangkum pada tabel

4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Non Response Bias
dengan ANOVA
Early Respondents - | Late Respondents
Variabel (n=71) (n =38) F P

Mean 8.D. Mean 8.D.
Desentralisasi _ 16,27 3,82 17,00 4.44 0,811 0,370
Sistem Pengendalian Akuntansi 21,46 5,04 21,37 5,90 0,008 | 0929
Kinerja 31,38 6,98 29,00 9,49 2224 | 0,139

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2004

Tabel 4.3 di atas menginformasikan bahwa nilai F hitung untuk rata-rata
tanggapan responden terhadap untuk variabel desentralisasi, sistem pengendalian
akuntansi, maupun kinerja antara early respondents dengan late respondents tidak
memiliki perbedaan yang signifikan pada taraf signifikansi 5% (p > 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa early respondents maupun late respondents berasal dari
populasi yang sama dan non response bias tidak menjadi permasalahan dalam
penelitian ini sehingga early dan late respondents dapat digabung (Babbie, 1990).

4.3 Hasil Analisis Data
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Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Structural
Equation Modeling (SEM), dimana prosedur analisis data dengan SEM merujuk

pada tujuh tahap dari Hair ez al. (1995), sebagai berikut:

4.3.1. Pengembangan model berbasis teori

Model teoritis (mode! konseptual) dalam penelitian mi dikembangkan
. dengan berpijak pada telaah teori yang memadai dan telah diuraikan pada bab II.
Model teoritis dalam penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara
faktor'Desentralisasi (DEC), faktor Sistem Pengendalian Akuntansi (ACS), dan
faktor Kinerja (PERF) sebaémmma nampak pada gambar di bawah ini

Gambar 4.1
Mode] Konseptual

Sistern
Peng Akul

entrafisasi

Sumber: Miah dan Mia (1996) hal. 183

4.3.2. Pengembangan diagram alur wunfuk menunjukkan hubungan
kausalitas

Diagram alur atau path diagram dikembangkan berdasarkan kajian teori
yang memadai sebagaimana dipaparkan pada bab II. Diagram alur yang

dikembangkan dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar 4.2 di bawah ini.
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Gambar 4.2
Diagram Alur
Hubungan Kausal antara Desentralisasi,
Sistem Pengendalian Akuntansi, dan Kinerja

Sumber: Dikembangkan dari Miah dan Mia (1996) untuk tesis ini, 2004

4.3.3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan
spesifikasi model pengukuran
Persamaan-persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran yang
dikembangkan berdasarkan diagram alur pada gambar di atas, disajikan pada tabel

4.4 di bawah 1ni.




Tabel 4.4
Spesifikasi Model Pengukuran dan Persamaan Struktural

Faktor Lksogen Faktor Endogen
X1 =A1DEC+el X6 =A1ACS +eb
X2 =A2DEC+e2 X7 =A2ACS +e7
X3 =A3DEC+e3 X8 =A3 ACS +e8
X4 =AL4DEC+e4 X9 =A4ACS+e9
X5 =A5SDEC+eS X10=A 5 ACS +el0

X11 =3 6 PERF +ell
X12 =37 PERF +el2
X13 =A 8 PERF +el3
X14 = A9 PERF +el4d
X15=72 10 PERF +el15
Xi16=24 11 PERF +¢l6
X17 =X 12PERF +el7
X18=2A 13 PERF +¢18
X19=2A 14 PERF +el9
X20=A15PERF +e20

ACS=v, DEC+d,

PERF =v, DEC + 8, ACS +d,
Keterangan: DEC = Decentralizaion = Desentralisasi
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ACS = Accounting Control System = Sistem Pengendalian

Akuntansi
PERF = Performance = Kinerja

4.3.4. Pemilihan matriks input dan teknik estimasi model

Input data yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks varians-

kovarians {covariance matrix). Sedangkan teknik estimasi yang digunakan adalah

maximum likelihood estimation (ML). Adapun perangkat lunak (sofiware) yang

digunakan adalah AMOS (4dnalysis of Moment Structures) versi 4.01. AMOS 4.01

dipilih karena kemudahan dan kecanggihan dalam proses modeling.
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4.3.5. Mengevaluasi problem identifikasi
Masalah identifikasi model struktural pada prinsipnya adalah masalah mengenai
ketidakmampuan model untuk menghasilkan estimasi yang unik (unigue
solutions) untuk setiap parameter yang diestimasi pada model. Hasil pengujian
terhadap fu!! latent variable model (full SEM) menunjukkan tidak adanya problem
identifikasi (lihat sub 4.3.6.4 dan 4.3.6.5 tentang pengujian asumsi)
4.3.6. Evaluasi goodness-of-fit model

Evaluasi kelayakan model pengukuran melalui confirmatory factor
analysis (CFA) dilakukan faktor per faktor atau dikenal sebagai separate factor
analysis seperti disarankan oleh Joreskog (1993) dengan maksud mengelemmir
kesalahan spesifikasi model pengukuran dan measurement error serta menguji
validitas dan reliabilitas. Aspek-aspek penting yang dievaluasi untuk
menunjukkan kebaikan model pengukuran adalah overall measurement model fit,
unidimensionalitas, validitas, dan reliabilitas.
4.3.6.1. Faktor Desentralisasi

Hasil estimasi model pengukuran untuk faktor desentralisasi disajikan
pada gambar 4.3 berikut ini, sedangkan evaluasi hubungan antara faktor dengan
indikator-indikatornya (factor loading)' dan kriteria-kriteria overall measurement

model fif ditampilkan pada tabel 4.5 ditkuti dengan pembahasan.




Gambar 4.3

Hasil Estimasi Model Pengukuran
Faktor Desentralisasi

Chi=8.110

df=5b .
p=.150

Chifdf=1.622

GFl=.969

RMSEA=076

CFI=.980

NNFI=.961

Sumber: Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004

! Factor loading = standardized estimate (dalam output AMOS 4.01 dinotasikan standardized
regression weight) dan diinterpretasikan sebagai korelasi antara observed variables (indikator)

dengan underlying factor-nya (kline, 1998}

Evaluasi Factor Loading & Kriteria-Kriteria Overall Measurement Model Fit

Tabel 4.5

Faktor Desentralisasi

X1 * 0,70 - 0,49
X2 0,66 6,063 0,43
X3 0,67 5,697 0,45
X4 0,71 5,943 0,50
X5 0,69 5,956 0,48

P value = 0,150
Chi/df=1,622
RMSEA =0,076
GFI = 0,969
CFI=0,980
NNFI = 0,961

Chi square (y’) = 8,110 **

Good Fit
Good Fit
Good Fit

Acceptable Fit

Good Fit
Good Fit
Good Fit

Keterangan: * = X1 merupakan reference indicator dimana nilainya di-fixed 1 sehingga

tidak diestimasi

*+ = chi tabel pada oc = 0,05 dan df 5 adalah 11,0705
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Pada prinsipnya, validitas menunjukkan seberapa baik indikator-indikator
sebuah faktor dalam mengukur atau merepresentasikan faktor tersebut. Sedangkan
reliabilitas mengukur konsistensi dari setiap indikator dalam merepresentasikan
faktornya atau dengan kata lain sejauhmana sebuah indikator terbebas dari
kesalahan pengukuran (measurement error) (Diamantopoulos & Siguaw, 2000;
Kline, 1998; Steenkamp & Van Trijp, 1991).

Indikator dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika memiliki hubungan
yang erat dan signifikan dengan underlying factor-nya. Pada gambar maupun
tabel di atas nampak bahwa indikator-indikator desentralisasi (X1 — X5) memiliki
Jactor loading di atas 0,50 sebagaimana disarankan oleh Steenkamp dan Van Trijp
(1991) dan signifikan karena nilai t hitung (C.R. = Critical Ratio) seluruhnya
melebihi 2 untuk menunjukkan adanya hubungan yang signifikan pada o« = 0,05
(Kline, 1998). Bukti adanya validitas ini diperkuat dengan kriteria-kriteria overall
measurement model fit yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa model
pengukuran untuk faktor desentralisasi telah fir dengan data. Kondisi ini sekaligus
mencerminkan unidimensionalitas model pengukuran faktor desentralisasi.

Unidimensionalitas merupakan aspek penting dalam model pengukuran
karena aspek tersebut mencerminkan sejauhmana indikator-indikator dari sebuah
faktor (faktor) memiliki satu kesamaan sifat yang dicerminkan oleh faktor
dimaksud (Hair ef al., 1995; Steenkamp & Van Trijp, 1991). Dari sini dapat
disimpulkan bahwa indikator-indikator faktor desentralisasi memiliki validitas
yang tinggi sekaligus memiliki satu kesamaan sifat yang direfleksikan oleh faktor

desentralisasi.
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Reliabilitas indikator dicerminkan dari squared multiple correlation (R*)
dimana ambang batas yang umum digunakan adaiah > 0,40. R? menunjukkan
proporsi varians setiap indikator yang dapat dijelaskan oleh underlying factor-
nya dimana semakin besar R* maka semakin tinggi reliabilitas indikator
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Tabel 4.5 (kolom R”) menginformasikan
bahwa indikator-indikator desentralisasi (X1 — X5) memiliki reliabilitas yang
tinggi dimana X4 paling reliabel.

Hasil perhitungan composite reliability dan variance extracted dengan

menggunakan- 2 formula di atas, dirangkum dan disajikan dalam tabel 4.6 di

bawah ini :
Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Composite Reliability dan Variance Extracted
Faktor Desentralisasi

Jn]ﬁeéé'ﬁtrahsam 082 0,50

Tabel 4.6 menunjukkan kemampuan yang baik dari indikator-indikator X1 sampai
dengan X5 dalam merepresentasikan underlying factor-nya, yakni desentralisasi.
Sedangkan variance extracted 0,50 menunjukkan separuh varians dari indikator-
indikator X1 sampai dengan X5 dapat dijelaskan oleh faktor desentralisasi.
4.3.6.2. Faktor Sistem Pengendalian Akuntansi

Sebagaimana faktof desentralisasi, hasil estimasi model pengukuran faktor
sistern pengendalian akuntansi (ACS) ditampilkan pada gambar 4.4 berikut ini,
sementara analisis factor loading dan evaluasi overall measurement model fit

ditampilkan pada tabel 4.7 disertai dengan pembahasan.
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Gambar 4.4
Hasil Estimasi Model Pengukuran
Faktor Sistem Pengendalian Akuntansi

Chi=13.181
df=9

p=.155
Chifdf=1.465
GFl=960
RMSEA=.066
CFl=.988
NNFI=.980

Sistern
Peng Aku

Sumber; Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004

Tabel 4.7
Evaluasi Factor Loading & Kriteria-Kriteria Overall Measurement Model Fit
Faktor Sistem Pengendalian Akuntansi

X6 * 0,64 R R VT
X7 0,81 7,067 0,65
X8 0,79 6,795 0.62
X9 0,74 6,49 0,55
X10 0.79 6,335 0,62
X1 0,86 7261 0.74

Chi square (v} = 13,181 ** Good Fit
Pvalue=0,155 Good Fit
Chi/df = 1,465 Good Fit
RMSEA = 0,066 Acceptable Fit
GFI=0,560 Good Fit
CF1=0,988 Good Fit
NNFI = 0,980 Good Fit

Keterangan: * = reference indicator

** = chi tabel pada e« = 0,05 dan df 9 adalah 16,919
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Pada gambar 4.4 dan tabel 4.7 di atas nampak indikator-indikator sistem
pengendalian akuntansi (ACS) yakni X6 — X11 memiliki factor loading di atas
0,50 dan signifikan (t hitung > +2). Kondisi ini membuktikan bahwa X6 sampai
dengan X11 mempunyai hubungan yang erat dengan ACS sebagai underlying
factor (validitas) dimana nampak X11 merupakan indikator ACS yang paling
valid. Overall measurement model fit indices menunjukkan bahwa model
pengukuran faktor ACS konsisten dengan data. Kondisi ini sekaligus
mencerminkan unidimensionalitas model pengukuran faktor ACS atau dengan
kata lain X6 sampai dengan X11 memiliki satu kesamaan sifat yang dicerminkan
oleh ACS.

Sementara tabel 4.7 (kolom R*) menginformasikan bahwa indikator-
indikator ACS memiliki reliabilitas yang tinggi dimana X11 nampak paling
reliabel. Adapun hasil perhitungan composite refiability dan variance extracted
dirangkum dan ditampilkan pada tabel 4.8 berikut ini (proses perhitungan

terlampir):

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Composite Reliability dan Variance Extracted
Faktor Sistem Pengendalian Akuntansi

“Sistem Pengendalian
Akuntansi

0,90 0,60

Tabel 4.8 atas menunjukkan kemampuan yang baik dan indikator X6 — X11

dalam merepresentasikan wnderlying factor-nya yakni sistem pengendalian
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akuntansi (ACS). Sementara variance extracted 0,60 menginformasikan 60% -
varians dari X6 sampai dengan X11 dapat dijelaskan oleh faktor ACS.
4.3.6.3. Faktor Kinerja

Seperti halnya faktor desentralisasi dan sistem pengendalian akuntansi,
hasil estimasi model pengukuran faktor kinerja ditampilkan pada gambar 4.5
berikut ini, sementara analisis factor loading dan evaluasi overall measurement
model fit ditampilkan pada tabel 4.9 diikuti oleh interpretasinya.

Gambar 4.5

Hasil Estimasi Model Pengulkuran
Faktor Kinerja

Chi=41.383
df=27

p=.038
Chifdf=1.533
GF1=.920
RMSEA=.070

CFI=978
NNFi=871

Sumber; Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004
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Tabel 4.9
Evaluasi Factor Loading & Kriteria-Kriteria Overall Measurement Model Fit
Faktor Kinerj
‘Indikator: Factor adirg | T 0
X12 * 073 - 0,54
X13 0,80 8,510 0,64
X14 0,84 8,759 0,70
X15 0,74 7,796 ' 0,55
X16 0,32 8,616 0,67
X17 0,71 7,361 0,50
X18 0,82 8,609 0,67
X19 0,80 8,276 0,64
X20 0,83 8,610 0,68
CGapdriess of FiTdic
Chi square (y°) = 41,393** Mediocre Fit
P vaiue = 0,038 Mediocre Fit
Chi/df= 1,533 Good Fit
RMSEA = 0,070 Accepltable Fit
GFI = 0,920 Good Fit
CFF=0978 Good Fit
NNFI = 0,971 Goad Fit

Keterangan: * = reference indicator _
** = chi tabel pada o«c = 0,05 dan df 27 adalah 40,11327

Gambar 4.5 dan tabel 4.9 menginformasikan indikator-indikator kinerja
(X12 — X20) memiliki factor loading di atas 0,50 sebagaimana disarankan oleh
Steenkamp dan Van Trjp (1991) dan signifikan (t hitung > +2). Hal ini
mengindikasikan masing-masing X12 sampai dengan X20 mempunyai hubungan
yang erat dengan faktor kinerja sehingga dapat dinyatakan bahwa X12 — X20
valid sebagai indikator-indikator kinerja.

Overall measurement model fit indices menunjukkan bahwa model
pengukuran faktor kinerja konsisten dengan data, meskipun chi square > chi tabel

dan p value > 0,05 tidak mencerminkan g godd model fit. Banyak pakar SEM

(ﬁﬁsalnya Diamantopulos & Siguaw, 2000; Kline, 1998) berpandangan bahwa chi
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square tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator kelayakan suatu
model karena chi square sensitif terhadap ukuran sampel dan kompleksitas model.
Konsistensi model dengan data dan validitas indikator-indikator kinerja sekaligus
mencerminkan unidimensionalitas. Dengan kata lain, X12 sampai dengan X20
memiliki satu kesamaan sifat yang direfleksikan oleh faktor kinerja.

Di sisi lain, tabel 4.9 di atas (kolom R%) menginformasikan bahwa
indikator-indikator kinerja mempunyai reliabilitas tinggi (R> > 0,40). Adapun
hasil perhitungan composite reliability dan variance extracted sebagai indikasi
reliabilitas indikator-indikator kinerja secara bersama-sama dirangkum dan
ditampilkan pada tabel 4.10 berikut ini (proses perhitungan terlampir):

Tabel 4.10

Hasil Perhitungan Composite Reliability dan Variance Extracted
Faktor Kinerja

Kinerja 094 062

Tabel 4.10 menginformasikan kemampuan yang baik dari indikator X12 — X20
dalam merepresentasikan underlying factor-nya yakni kinerja (kolom composite
reliability). Sedangkan variance extracted = 0,62 mengindikasikan 62% varians

X12 sampai dengan X20 dapat dijelaskan oleh faktor kinerja.

4.3.6.4. Pengujian Asumsi

Setelah model pengukuran untuk setiap faktor dinyatakan fit dengan data
serta telah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka tahap selanjutnya adalah

evaluasi fidl latent variable model yang tidak saja memuat model pengukuran
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namun juga model struktural yang menggambarkan hubungan kausal antar faktor.
Evaluasi terhadap full latent variable model melalui beberapa tahapan, dimana
tahapan pertama adalab pengujian asumsi-asumsi kunci. Asumsi kunci dalam
SEM, jika teknik estimasi yang digunakan maximum likehood (ML), adalah
normalitas data tingkatan multivariat (multivariate normality), karena pelanggaran
asumsi multivariate normal data dapat menyebabkan bias pada parameter-
parameter yang diestimasi dalam model khususnya instabilitas sfandard error
{Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Hair ef al., 1995; Kline, 1998). Pelanggaran
asumsi ini menurut Kline (1998) juga mengindikasikan adanya problem
nonlinearitas dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
pengujian asumsi multivariate normality dilakukan pertama kali.

Amos 4.01 memiliki fasilitas untuk mendeteksi multivariate normality
serta univariate normality dimana formula yang digunakan untuk multivariate
normality mengacu pada formula multivariate kurtosis yang dikemukakan oleh
Mardia pada tahun 1970 schingga dikenal dengan sebutan Mardia’s Coefficient.
Hasil pengujian normalitas data (univariate normality dan multivariate normality)

ditampilkan pada tabel 4.11 di bawah ini.




X5
Multivariate

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Noxrmalitas Data

-1.473
-1.548
-1.700
=142
-1.502
-1.469
-1.429
-1.518
-1.697
-1.748
-1.790
-1.621
-1.767
-1.888
-.465
-1.395
-1.877
-1.185
042
386

-.559
=762
-765
-.681
=426
-745
- 442
-.372
-.870
-.802
-.849
-.819
-.880
-.906
-525
-619
-.654
-.862
-601
5.691

Sumber: Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004
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Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai univariate skewness tidak ada

yang lebih besar dari 3 dan umivariate kurtosis tidak ada yang melebihi 10

sebagaimana direkomendasikan oleh Kline (1998). Kondisi ini didukung oleh

nilai critical ratio (CR.) untuk skewness maupun Aurtosis setiap variabel

(observed variable) tidak ada yang lebih besar dari +258 sehingga bisa

disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal pada tingkatan univariat.

Sementara pada baris multivariate kurtosis nampak bahwa nilai C.R. juga tidak

lebih besar dari +2,58 schingga disimpulkan bahwa data terdistribusi secara

normal pada tingkatan multivariat.
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Sebagai pendukung pengujian asumsi normalitas data (dengan melihat
skewness dan kurtosis) adalah deteksi adanya outlier karena outlier bisa
menyebabkan data terdistribusi tidak normal (Kline, 1998). Deteksi outlier
dilakukan pada tingkatan univariat dan multivariat.

Pada tingkatan univanat, deteksi adanya outlier dilakukan depgan cara
mengkonversi nilai absolut setiap observasi menjadi Zscore (mean = 0; stqndard
deviation = 1) dan selanjutnya melihat apakah ada nilai maksimum variabel yang
lebih besar dari 4. Batasan maksimum 4 sesuai saran Hair ef al (1995) yang
menjelaskan bahwa untuk sampel besar {di atas 80 observasi) pedoman evaluasi
untuk zscore adalah 3 atau 4. Hasil uji deteksi adanya outlier disajikan pada tabel
4.12 di bawah ini dan secara keseluruhan menunjukkan tidak ditemukan adanya

univariate outlier.
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Tabel 4.12
Hasil Pengujian Univariate Outliers

N Minimum | Maximum Mean |Std. Deviation
Zscore(X1) 109 | -3.07561 | 1.25009 [-2.936E-16 1.0000000
Zscore(X2) 109 | 298382 | 108163 |2.507E-16 1.0000000
Zscore(X3) 109 | -2.01412 | 1.62968 |-2.897E-16 1.0000000
Zscore(X4) 109 | -1.51035 | 225258 |-1.164E-15 1.0000000
Zscore(X5) 109 | -1.68368 | 181196 |3.574E-16 1.0000000
Zscore(X6) 109 | -1.87549 | 1.77501 |1.122E-15 106000000
Zscore(X7) 109 | -2.04772 | 1.18709 |7.724E-16 1.0000000
Zscore(X8) 109 | -2.61538 | 1.19835 |1.995E-16 1.0000000
Zscore(X9) 109 | -2.40346 | 127341 |3.886E-i6 1.0000000
Zscore(X10) 109 | -1.86935 | 1.23358 |0.489E-16 1.0000000
Zscare(X11) 109 | 240715 { 118709 {4.649E-16 1.0000000
Zscore{X12) 109 | -231870 | 1.49622 |1.318E-16 1.0000000
Zscora(X13) 109 | 227731 | 155631 |5.911E-16 1.0000000
Zscore(X14) 109 | 223962 | 139040 |4.736E-16 1.0000000
Zscore(X15) 109 | -2.50389 | 1.40000 !9.472E-16 1.0000000
Zscore(X16) 109 | -2.29853 | 130636 |1.561E-16 1.6000000
Zscore(X17) 109 | -1.80273 | 1.73776 }1.353E-15 1.0000060
Zscore(X18) 109 | -1.78812 | 1.50142 |6.835E-16 1.0000000
Zscore(X19) 109 | 226365 | 1.36485 |-9.801E-16 1.0000000
Zscore(X20) 109 | 238205 | 1.49322 |4.892E-16 1.6000000

Sumber: Hasil Estimasi SPSS 10, 2004

Deteksi adanya owtlier juga dilakukan pada level multivariat karena tidak

adanya wunivariate outlier tidak menjamin tidak adanya multivariate outlier.

Multivariate outlier dideteksi dengan menggunakan statistik mahalanobis

distance yang menguji jarak (multivariate distance) antara skor setiap observasi
dengan rata-rata sampel (centroid).

Amos 4.01 menyediakan fasilitas squared mahalanobis distance yang
diintepretasikan sebagai chisquare statistic dengan degree of freedom sama
dengan jumlah variabel dalam sebuah model. Taraf signifikansi untuk chisquare

yang digunakan sebagai komparasi dalam konteks squared mahalanobis distance
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adalah 0,1% (p < 0,001) (Kline, 1998). Berikut (tabel 4.13) ditampilkan 10

observasi yang memiliki jarak mahalanobis yang terjauh dari centroid.

Tabel 4.13
Deteksi Multivariate Outliers
dengan Mahalanobis Distance’

36 37.969
17 37.564
63 31.517
16 31.315

5 30.541
50 30.211
12 29.806

7 29.619
19 29302
68 29.158

Sumber: Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004

Pada tabel 4.13 di atas observasi nomor 36 memiliki jarak mahalanobis
terjauh (37,969) ditkuti observasi nomor 17, 63, 16, dan seterusnya. Adapun
chisquare tabel pada df = 20 (jumlah indikator) pada o = 0,001 adalah 45,314
sehingga disimpulkan tidak ada multivariate outliers pada data yang digunakan
dalam penelitian ini karena tidak ada jarak mahalahobis yang melebihi 45,314,

Asumsi penting lain adalah independensi antar observasi atau dengan kata
lain, tidak ada saling ketergantungan (/inear dependence) antar variabel (observed
variable) dalam model atau singularitas. Deteksi singularitas dilakukan dengan
melihat nilai deferminant of input matrix (sample covariance matrix) dimana
apabila nilainya mendekati 0 mengindikasikan adanya ketergantungan satu
observed variable dengan satu atau beberapa observed variable yang lain. Nilai

determinant of input matrix dalam penelitian ini adalah 2.9626e+005 (29626).
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Angka ini jauh lebih besar dari O, Asehingga disimpulkan tidak ada saling
ketergantungan antar variabel atau singularitas pada matriks kovarians.
4.3.6.5. Offending Estimates

Sesudah asumsi-asumsi penting dalam SEM dievaluasi dan dinyatakan
tidak terjadi pelanggaran, maka tahap berikutnya adalah menguji ada tidaknya
offending estimates. Offending estimates atan juga dikenal dengan istilah
improper solutions mengact pada kondisi dimana terdapat nilai parameter
estimasi yang melebihi batas teoritis (Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Hair ef
al., 1995).

Offending estimates yang sering muncul adalah (1) error varignce yang
negatif (heywood case) atau positif namun tidak signifikan, (2) standardized
estimates yang mendekati 1 (> 0,95) atau melebihi 1, dan (3) standard error yang
sangat besar (Diamantopulos & Siguaw, 2000; Hair ef al., 1995). Dalam
penelitian ini tidak ditemukan adanya offending estimates/improper solutions
karena varians (error variance) wntuk setiap variabel (observed variable) positif
dan signifikan (C.R. > 2), standardized estimates masih lebih kecil dari 0,95, dan
standard error untuk setiap parameter estimasi (standardized estimates) tidak ada
yang melebihi nilai parameter estimasinya (standardized etimate atau
standardized regression weight) sebagaimana nampak pada output path diagram
(full latent variable model). Hasil pengunjian asumsi dan offending estimates
sekaligus menunjukkan tidak adanya problem identifikasi pada model yang

dispesifikasi dalam penelitian ini.
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4.3.6.6. Overall Model Fit

Tahap berikutnya dalam evaluasi goodness of fit model adalah
mengevaluasi kriteria-kriteria overall model fit atau sering disebut dengan global
measure fit. Qverall model fit menunjukkan sejauhimana tingkat kesesuaian antara
matriks varian-kovarian sampel dengan matriks varians-kovarians yang diprediksi
oleh model atau dengan kata lain, sejauhmana model yang dikembangkan oleh
peneliti konsisten dengan data (Diamantopoulos & Siguaw, 2000).

Adapun hasil estimasi full latent variable model dengan AMOS 4.01
disajikan pada gambar 4.6 di bawah ini. Sedangkan evaluasi kriteria-kriteria
overall model fit beserta keputusan yang diambil ditampilkan pada tabel 4.15 di
bawahnya.

Gambar 4.6
Hasil Estimasi Full Latent Variable Model

LI

[xs ] [xe] [x10] [x13]

Chi=179.864

df=167

5 ) p=.235

| %5 ] Childf=1.077

GFl=863

RMSEA=.027

CF|=.990

NNFI=.088

Sumber: Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004
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Tabel 4.15
Evaluasi Kriteria-Kriteria Overall Model Fit

Chi square (¥) 179,864

P value : 0,235 Good fit
Chi/df 1,077 Good fit
RMSEA 0,027 Good fit
GFI 0,863 Acceptable Fit
CFl1 0,950 Good fit
NNFI 0,988 Good Fit

Keterangan: * = chi tabel pada < = 0,05 dan df 167 adalah 198,1541

Gambar 4.6 dan tabel 4.15 di atas menginformasikan bahwa model yang
dispesifikasi dalam penelitian ini secara keseluruhan konsisten dengan data. Nilai
.chi square 179,864 lebih kecil dari chi tabel pada « = 0,05 dan df 167 (198,1541)
menunjukkan bahwa matriks kovarians sampel tidak berbeda secara signifikan
dengan matriks kovarians yang diestimasi dalam model. Nijai p. value (p) juga
jauh lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 0,1 maupun 0,2 sebagaimana
disarankan oleh Hair ef a/. (1995) untuk menunjukkan a very good fit model. Nilai
RMSEA = 0,027 membuktikan bahwa kesenjangan (discrepancy) antara matriks
kovarians sampel dengan matriks kovarians yang diestimasi dalam model per
derajat kebebasan (df = degree of freedom) sangat tipis (Diamanfopoulos &
Siguaw, 2000). Nilai NNFI (juga dikenal dengan Tucker Lewis Index atau TLI)
maupun CFI lebih besar dari 0,95 menunjukkan bahwa overall fit dari model yang
dispesifikasi dalam penelitian ini 95% lebih baik daripada null model yang
diestimasi dengan menggunakan data yang sama (null mode!/ adalah model

dimana diasumsikan korelasi antar observed variables = 0) (Kline, 1998). Nilai
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GFI sebesar 0,863 menunjukkan bahwa sekitar 86,3% matriks kovarians sampel
dapat dijelaskan atau reproduced oleh model. |
4.3.6.7. Structural Model Fit

Hasil analisis terhadap structural estimates disajikan pada tabel 4.16 di

bawah ini

Tabel 4.16
Structural Estimates

Sumber: Hasil Estimasi AMOS 4.01, 2004
Keterangan: ACS = Sistem Pengendalian Akuntansi
DEC = Desentralisasi

PERF =Kinerja

. Tabel 4.16 di atas menginformasikan bahwa hubungan desentralisasi dengan

kinerja tidak signifikan pada oc = 0,05 (t hitung atau C.R. > £1,96). Sementara
hubungan desentralisasi (DEC) dengan ACS serta ACS dengan kinerja (PERF)
signifikan pada «« = 0,05 (t hittng > £1,96). Kondisi ini menjelaskan bahwa
pengaruh desentralisasi terhadap kinerja adalah tidak nyata. Namun demikian
pengaruh desentralisasi terthadap ACS dan pengaruh ACS terhadap kinerja adalah
nyata atau bermakna.

Pada tabel 4.16 kolom R? (squared multiple correlation) nampak bahwa R* untuk
faktor ACS adalah 0,27 dan faktor kinerja adalah 0,46. Hal ini menunjukkan 27%
varians ACS dapat dijelaskan oleh faktor desentralisasi dan 46% varians kinerja

dapat dijelaskan oleh faktor desentralisasi dan ACS secara bersama-sama. Secara
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keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa model struktural yang dispesifikasi dalam
penelitian ini telah sesuai dengan data dan teori-teori yang mendasari
pengembangan hipotesis.
4.3.7. Interpretasi dan Modifikasi Model

Spesifikasi ulang model berdasarkan modification index tidak dilakukan
dalam penelitian ini karena modifikasi model harus berpijak pada justifikasi
teoritis yang kuat untuk menghindari kecenderungan capitalizing on chance
{Diamantopulos & Siguaw, 2000). Sementara model yang dispesifikasi dalam
penelitian ini sudah didasarkan pada bangunan teori yang kgat. Di sisi lain, tidak
ditemukan standardized residual yang melebihi +2.58 sehingga disimpulkan tidak
ada kesalahan spesifikasi model dalam penelitian ini.
4.4  Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan |

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pengujian terhadap 3 hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
4.4.1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan adanya
dugaan bahwa desentralisasi berhubungan positif dengan sistem pengendalian
akuntansi. Pada tabel 4.16 di atas nampak koefisien struktural antara desentralisasi
dengan sistem pengendalian akuntansi bernilai positif (0,520) dengan standard
error yang kecil (0,142) dan t hitung (critical ratio) lebih besar dari 2 (3,952; p =
0,000) schingga disimpulkan bahwa desentralisasi berhubungan positif dan
signifikan dengan sistem pmémdalian akuntansi pada o« = 0,05. Dengan kata lain,

semakin tinggi /eve/ desentralisasi pengambilan keputusan maka akan semakin
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tinggi pula penggunaan sistem pengendalian akuntansi. Pengujian hipotesis
pertama iﬁi menunjukkan bahwa hipotesis alternatif pertama yang diajukan dalam
penelitian ini tidak dapat ditolak.

-Hasil pengujian hipotesis pertama mendukung hasil penelitian empiris dari
Miah dan Mia (1996) yang memmnjukkan adanya hubungan yang positif dan
signifikan antara desentralisasi dengan sistem pengendalian akuntansi. Hasil
pengujian hipotesis pertama juga sejalan dengan penelitian Hill (1988) dimana
desentralisasi pengambilan keputusan akan meningkatkan kebutuhan akan
pengendalian aktivitas-aktivitas finansial. Hasil ini juga sinkron dengan pendapat
Cushing dan Romney (1994) yang menjelaskan bahwa pendelegasian
pengambilan keputusan dari atasan kepada bawahan herimplikasi pada
peningkatan kebutuhan untuk mengendalikan dan me.ngevaluasi aktivitaslﬁnansial
yang dilaksanakan oleh bawahan. Miah dan Mia (1996) berargymentasi bahwa
peningkatan desentralisasi pengambilan keputusan berakibat pada semakin besar
otoritas pengambilan keputusan dan implementasi keputusan-keputusan yang
dibuat oleh bawahan. Hal ini juga berimplikasi pada semakin besar tanggung
jawab bawahan terhadap keberhasilan operasi sub unit dimana yang bersangkutan
(bawahan) memimpin. Situasi  seperti ini mendorong meningkatnya kebutuhan
akan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai
salah satu konsekuensinya adalah peningkatan kebutuhan sistem pengendalian

akuntansi sebagai sumber informasi yang berkualitas.
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4.4.2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan adanya dugaan bahwa sistem pengendalian
akuntansi berhubungan positif dengan kinerja. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa
koefisien struktural antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja adalah
positif (0,551) dengan standard error yang kecil (0,141) dan t hitung > 2 (4,283; p
= 0,000). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendaljan akuntansi
berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja pada taraf kepercayaan 95%,
schingga semakin finggi penggunaan sistem pengendalian akuntansi maka kinerja
Juga akan semakin baik. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif kedua yang diajukan dalam penelitian ini tidak dapat ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua memperkuat hasil penelitian empiris dari
Miah dan Mia (1996) yahg membuktikan adanya hubungan positif dan signiﬁkan
antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja. Hasil penelitian Miah dan
Goyal (1990) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi berdampak
pada peningkatan kinerja. Mereka berpendapat bahwa penerapan informasi
akuntansi yang tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen
sumber daya (resources management) sehingga disimpulkan bahwa penggunaan
sistemm pengendalian akuntansi akan meningkatkan kinerja melalui penyediaan
informasi yang berkualitas bagi pengambilan keputusan dan pengendalian
aktivitas kenangan yang baik.
4.4.3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyebutkan adanya

dugaan bahwa desentralisasi berhubungan positif dengan kinerja. Tabel 4.16
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menginformasikan koefisien struktural antara desentralisasi dengan kinerja
mempunyai bobot sebesar 0,206 (positif) dengan standard error yang kecil
(0,127) namun t hitung < 2 (1,901; p = 0,057). Hal ini menunjukkan bahwa
desentralisasi berhubungan poéitif namun tidak signifikan dengan ldneﬁa pada
taraf signifikansi 5%, schingga semakin tinggi level desentralisasi pengambilan
keputusan maka kinerja tidak akan meningkat secara signifikan. Hasil pengujian
hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis altematif ketiga yang diajukan
dalam penelitian ini ditolak. Hal ini disebabkan pada lingkungan peﬂgambilan
keputusan yang desentralisasi manajer lebih banyak membutuhkan informasi
untuk dapat menjalankan sub unitnya secara eﬁsien . Desentralisasi tidak akan
meningkatkan kinerja dimana indikatornya adalah tercapainya efisiensi tanpa
dilengkapi dengan informasi akuntansi yang memadai (adequate accounting
information). |

Hasil pengujian hipotesis ketiga sejalan dengan hasil penelitian empiris
dari Miah dan Mia (1996) yang menemukan hubungan positif antara desentralisasi
dengan kinerja namun hubungan positif tersebut tidak signifikan. Hasil ini
menunjukkan bahwa desentralisasi pengambilan keputusan tidak serta merta
meningkatkan kinerja kantor-kantor dinas di Kalimantan Selatan,- tapi
desentralisasi perlu didukung oleh faktor lain (penggunaan sistem pengendalian
akuntansi) sebagai upaya peningkatan kinerja.
4,4.4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat menyatakan adanya dugaan bahwa sistem pengendalian

akuntansi merupakan variabel infervening dari hubungan antara desentralisasi
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dengan kinerja. Dengan kata lain, sistem pengendalian akuntansi memiliki efek

mediasi (mediational effect) terhadap hubungan antara deseniralisasi dengan

kinerja.

Pengujian hipotesis keempat mengacu pada prosedur yang dikemukakan

oleh Holmbeck (1997), yaitu:

1.

Menguji parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja; desentralisasi ->
sistem pengendalian akuntansi; dan sistem pengendalian akuntansi = kinerja.
Parmeter-parameter estimasi tersebut harus signifikan dan arah hubungannya
sesuai dengan yang dihipotesiskan. Tabel 4.16 menginformasikan bahwa
parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja adalah positif (0,206) dan
signifikan meskipun hanya pada taraf signifikansi 10% (t hitung = 1,901; p =
0,057). Parameter estimasi desentralisasi —» sistem pengendalian akuntansi
sesuai dengan yang dihipotesiskan (0,520) dan signifikan (t hitung = 3,952; p
= (0,000). Sementara parameter estimasi sistem pengendalian akuntansi -
kinerja juga sesuai hipotesis (0,551) dan signifikan (t hitung = 4,283; p =
0,000). Kondisi ini menunjukkan bahwa prasayarat pengujian ada tidaknya

mediational effect dipenuhi.

2. Tahap berikut adalah menguji kelayakan model dengan cara membandingkan

model dimana parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja di-
constrained 0 (parameter estimasi antara dua faktor tersebut dihilangkan)
dengan model dimana parameter estimasi antara desentralisasi = kinerja
tidak di-constrained (freely estimated). Kesenjangan nilai chisquare dan

degree of freedom (df) antara dua model tersebut selanjutnya dibandingkan
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dengan tabel chisquare. Jika terdapat mediational effect dari sistem
pengendalian akuntansi maka benmnbahan parameter estimasi desentralisasi
-~ kinerja tidak akan meningkatkan kelayakan model (model fir) secara
- signifikan. |
Adapun hasil estimasi model dimana parameter estimasi antara desentralisasi -
kinerja tidak di-constrained dan model dimana parameter estimasi antara

desentralisasi = kinerja di-constrained 0 disajikan pada gambar 4.7 dan 4.8 di

bawah ini.
Gambar 4.7
Unconstrained Model
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Gambar 4.7
Constrained Model
(Desentralisasi > Kinerja = 0)
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Gambar 4.7 dan 4.8 menginformasikan bahwa kesenjangan nilai chisquare
antara dua model tersebut adalah sebesar = 3,728 (183,592 — 179,864), sedangkan
kesenjangan nilai df adalah = 1 (168 ~ 167). Sementara tabel chisguare pada taraf
signifikansi 5% dengan df 1 adalah sebesar 3,84. Sehingga Ay® 3,728 (df 1) lebih
kecil dari tabel chisguare pada taraf signifikansi 5% dan df 1. Oleh karena itu

dinyatakan bahwa terdapat mediational effect dari sistém pengendalian akuntansi
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terhadap hubungan antara desentralisasi dengan kinerja. Dengan kata lain,.
mekanisme hubungan desentralisasi dengan kinerja difasilitasi oleh sistem
pengendalian akuntansi. Kondisi ini juga dapat dilibat dar pérbandingan
parameter estimasi desentvalisasi => kinerja secara langsung (direct eﬁ%ct) dengan
parameter desentralisasi —> kinerja melalui sistem pengendalian akuntansi
(indirect effect) dimana direct effect desentralisasi = kinerja lebih kecil (0,206)
apabila dibandingkan indirect effect desentralisasi = kinerja melalui sistem
pengendalian akuntansi (6,286). Hasil pengujian hipotesis keempat mendukung
hasil penelitian Miah dan Mia (1996) yang membuktikan bahwa sistem
pengendalian akuntansi menjadi mediator antara desentralisasi dengan kineja

manajerial.
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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulau-kesimpulan yang dapat ditarik dari hasi] analisis data dan

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Desentralisasi bethubungan positif (koefisien struktural = 0,520) dan
signifikan (t hitung 3,952; p = 0,000) dengan sistem pengendalian akuntansi.
Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi /evel desentralisasi pengambilan
keputusan maka semakin tinggi pula penggunaan sistem pengendalian
akuntansi. Kesimpulan tersebut mendukung hipotesis pertama serta
mengkonfirmasi hasil penelitian Hill (1988) serta Miah dan Mia (1996) yang
menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi dengan

sistem pengendalian akuntansi.

2. Sistem pengendalian akuntansi berhubungan positif (koefisien struktural =

0,551) dan signifikan (t hitung 4,283; p = 0,000) dengan kinerja. Sehingga
disimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem pengendalian akuntansi
maka semakin tinggi pula kinerja suatu instansi. Kesimpulan ini mendukung
hipotesis kedua sekaligus memperkuat hasil penelitian Miah dan Goyal (1990)
serta Miah dan Mia (1996) yang membuktikan bahwa penerapan sistem

pengendalian akuntansi akan meningkatkan kinerja.
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3. Desentralisasi berhubungan positif (koefisien struktural = 0,206) namun
insignifikan (t hitung 1,901; p = 0,057) dengan kinerja. Oleh karena itu
disimpulkan bahwa semakin tinggi /evel desentralisasi maka kinerja tidak
akan meningkat secara signifikan. Kesimpulan tersebut menolak hipotesis
ketiga dan memperkuat hasil peneclitian Miah- dan Mia (1996) yang
menemukan hubungan yang tidak signifikan antara desentralisasi dengan

kinerja.

- 4. Ditemukan adanya mediational effect sistem pengendalian akuntansi pada

hubungan antara desentralisasi dengan kinerja. Oleh karena itu disimpulkan
bahwa mekanisme hubungan desentralisasi dengan kinerja difasilitasi oleh
sistem pengendalian akuntansi. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian
Miah dan Mia (1996) yang menemukan bahwa sistem pengendalian akuntansi
berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara desentralisasi dengan
kinerja.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain
adalah:

1. Pengukuran seluruh variabel yang digunakan dalaml penelitian  ini
(desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi, dan kinerja) hanya dilakukan
secara subyektif atan berdasarkan persepsi responden. Pengukuran variabel
berbasiskan persepsi rentan terhadap bias yang pada gilirannya mempengaruhi

akurasi hasil-hasil penelitian.
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2. Penelitian ini beiumn mengakomodir kemungkinan adanya moderating effect
dari variabel-variabel yang di perkirakan mempengaruhi hubungan
desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi, kinerja seperti yang disebut-
kan oleh Miah dan Mia (1996), yaitu ukuran intansi, gaya kepemimpinan,
nilai-nilai pribadi kepala dinas, dan pola hubungan antara atasan dan bﬁwahan
yang berlaku di suatu instansi.

5.3. Implikasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini mengandung
keterbatasan-keterbatasan. Namun hasil penelitian ini  setidaknya dapat
memotivasi dilakukannya penelitian selanjutnya. Dari temuan vang didapatkan
dari penelitian ini diharapkan para kepala dinas di Kalimantan Selatan memahami
bahwa ketika desentralisasi dihubungkan secara langsung dengan kiperja
manajerial hasilnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan . Namun ketika
variabel sistem pengendalian akuntansi dimasukkan kedalam model hasilnya
menunjukkan pengaruh yang signiﬁkan.. Hal ini memberikan informasi bahwa
sistem pengendalialn akuntansi merupakan variabel yang penting dalam
memediasi hubungan antara desentralisasi pengambilan keputusan terhadap
kineja manajerial. Schingga dengan penggunaan struktur  organisasi
desentralisasi, para kepala dinas hendaknya lebih meningkatkan penggunaan

sistem pengendalian akuntansi untuk meningkatkan kinerja manajerial.
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5.3 Saran-Saran

Keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat

menjadi dasar bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Olch

karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1.

Cakupan geografis sampel pada penclitian mendatang hendaknya diperluas,
misalnya meliputi seluruh propinsi yang ada di Pulan Kalimantan atau jika
memungkinkan meliputi seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia.
Perluasan cakupan geografis sampel akan meningkatkan daya generalisir
hasil-hasii penelitian mendatang. |
Pengukuran variabel secara subyektif sebaiknya didukung oleh data-data
obyektif , misalnya pengukuran kinerja dari aspek sumber daya manusia
hendaknya didukung oleh data-data tingkat kemangkiran (absensi) atau
pengukuran kinerja kenangan didukung oleh data-data mengenai target dan
realisasi anggaran. Pengukuran obyektif akan meningkatkan validitas
pengukuran variabel.,

Penelitian mendatang sebaiknya mengakomodir moderating effect dari
variabel-variabel yang diestimasi mempengaruhi hubungan antara
desentralisasi, sistem pengendalian akuntansi, dan kinerja seperti ukuran
instansi (jumiah karyawan) atau pola hubungan atasan - bawahan yang berlaku
pada suatu instansi (formal vs. informal). Pemasukkan variabel-variabel
moderating tersebut  secara eksplisit kedalam model penelitian akan
memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan gambaran

yang lebih luas mengenai hubungan kausal antar variabel.
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